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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
1. Kondisi Umum Kabupaten Lamandau
a. Letak Geografis
Secara astronomis, posisi Kabupaten Lamandau berada pada posisi 1°9
sampai dengan 3°36 Lintang Selatan dan 110°25 sampai dengan 112°50 Bujur

Timur. Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki luas 6.414 Km?, atau 4,8%

dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, menduduki urutan ke-11 terluas

dari 14 Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Jarak dari
ibukota Lamandau, yaitu Nanga Bulik ke Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah

(Palangka Raya) sekitar 559 Km.

Wilayah administrasi, Kabupaten Lamandau memiliki batas-batas
administratif sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi
Kalimantan Barat, Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, dan
Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara, Kabupaten
Kotawaringin Barat.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat dan sebagian dengan Kabupaten Sukamara.

b. Fisiografis
Keadaan topografi Kabupaten Lamandau terdiri dari rawa dataran
rendah, dataran tinggi, dan perbukitan, juga dialiri oleh sungai—sungai besar
maupun kecil yang menjadi urat nadi perekonomian di daerah ini.  Geologi
permukaan tanah di kawasan Kabupaten Lamandau terdiri dari lapisan humus,
jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki
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tingkat resapan yang sangat kecil. Di bawah permukaan tanah antara kedalaman

10-15 m terdapat kandungan air tanah yang sementara ini digunakan sebagai

salah satu sumber air penduduk di samping air permukaan yang ada yaitu

sungai. Salah satu sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau
adalah Sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang membentuk anak
sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai Belantikan,

Sungai Matu, Sungai Batang Kawa, Sungai Delang, Sungai Kungkung dan lain-

lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya di samping berfungsi

untuk menunjang kehidupan sehari-hari dari penduduk di sekitarnya juga

berfungsi sebagai jalur transportasi.

Untuk melihat peta batas dan wilayah

Kabupaten Lamandau terdapat dalam Gambar 3, sebagai berikut :

Gambar 3. Peta Batas dan Wilayah Kabupaten Lamandau.
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Sumber : (Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, 2013).
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c. Iklim

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis tipe A
berdasarkan zona iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan
dengan bulan kering. Pada Tahun 2012 merupakan tahun kemarau karena
curah hujan berkisar antara 160 — 4.870 mm/tahun. Curah hujan tertinggi hanya
terjadi di akhir tahun antara November dan Desember, dengan suhu maksimum
berkisar antara 31,4°C sampai dengan 33,5°C suhu minimum antara 21,5°C
sampai dengan 23,2°C. Kelembaban udara berkisar antara 87%-92%, yang
berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab, dengan
kecepatan angin antara 0,4 - 0,7 knot.

d. Wilayah Administratif dan Demografi
Wilayah Administratif Kabupaten Lamandau dapat dilihat dalam Tabel
2, sebagai berikut :

Tabel 2. Pembagian Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Wilayah dan
Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Lamandau.

1 | Bulik Nanga Bulik 665,55 1171
2 | Bulik Timur Merambang 1.074,72 1210
3 | Sematu Jaya Purwareja 86,85 7/0
4 | Menthobi Raya Malata 620,88 11/0
5 | Lamandau Tapin Bini 1.333,00 9/1
6 | Belantikan Raya | Bayat 1.263,00 12/0
7 | Batang Kawa Kinipan 685,00 9/0
8 | Delang Kudangan 685,00 9/1

Jumlah 6.414,00 8073

Sumber : (BPS Kabupaten Lamandau, 201 3).

Penduduk Kabupaten pada Tahun 2008 berjumlah 59.531 jiwa. Angka
ini terus meningkat hingga pada Tahun 2012 telah mencapai 66.061 jiwa.
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Tingkat pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Selama periode 2008 - 2012 tingkat pertumbuhan penduduk tercatat mengalami
peningkatan laju pertumbuhan yaitu dari 4,6% di Tahun 2008 hingga mencapai
3,8% pada Tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama
diperkirakan akibat migrasi penduduk dari luar ke dalam kabupaten.

Sampai Tahun 2012 kecamatan terpadat penduduknya di Kabupaten
Lamandau adalah kecamatan Sematu Jaya yaitu 104,89 jiwa per km? dengan
jumlah penduduk sebanyak 9.110 jiwa dengan luas wilayahnya sebesar 86,85
km?. Kemudian kecamatan terpadat kedua adalah Kecamatan Bulik, dengan
tingkat kepadatan sebesar 34,54 per km? dengan luas wilayah 665,55 km?
dengan jumlah penduduk sebanyak 22.985 jiwa.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan
jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang
nilainya lebih besar dari 100, dimana pada Tahun 2012 untuk setiap 100
penduduk perempuan terdapat 114 penduduk laki-laki.

Pada Tahun 2012 terjadi fenomena tersendiri dilihat dari angka migrasi
neto, diperkirakan karena cukup tingginya minat masyarakat di dalam
Kabupaten untuk melakukan migrasi ke Kecamatan Bulik dengan tujuan untuk
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan mencari peluang usaha atau
didukung oleh peningkatan infrastruktur jalan antar kecamatan yang juga
semakin membaik.

2. Kondisi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
a. Visi dan Misi

Program Pembangunan di Kabupaten Lamandau adalah bagian integral
dari Pola Pembangunan Nasional yang meliputi aspek bemegara yang saling
terkait dengan wilayah regional dan nasional serta isu-isu internasional /
globalisasi. Keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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(RPJMD) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi merupakan dasar
rujukan bagi penyusunan rencana strategis masing-masing SKPD.
Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamandau tahun 2009-2013 disusunlah visi dan misi berikut :

Visi :  Terwujudnya  Pelayanan  Publik, = Administrasi Dan
Kepemerintahan Yang Baik.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskanlah misi sebagai langkah

konkret untuk mencapainya, yaitu :

Misi : Melaksanakan  Sistem  Administrasi  Pelayanan dan
Kepemerintahan Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran, Program Serta Kegiatan
Adapun tujuan dan sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan administrasi kepemimpinan yang baik dan profesional,
dengan sasaran :
- Terlaksananya kebijakan keuangan secara selektif dan profesional
dengan melaksanakan tertib administrasi keuangan secara konsisten.
- Terciptanya Database kepegawaian yang mampu memberikan akses
informasi.
- Terlaksananya mekanisme inventarisasi barang dan aset Daerah.
- Terciptanya sistem pengarsipan dan dokumentasi.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan organisasi, dengan
sasaran :
- Meningkatnya sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif.
3) Terwujudnya peraturan perundang-undangan sebagai pendukung
pelaksanaan otonomi daerah, dengan sasaran :
- Terbentuknya struktur organisasi dan kelembagaan perangkat daerah
yang ramping dan kaya fungsi.
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Terlaksananya mekanisme dan tata kerja kelembagaan perangkat

Daerah.

Terwujudnya Peraturan Daerah dan produk-produk hukum sesuai

dengan kebutuhan.

Meningkatnya hubungan antar lembaga Pemerintah.

4) Meningkatkan pembinaan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha,

dengan sasaran :

Tabel 3.

Terlaksananya peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Terlaksananya pembinaan hubungan kerja antar dunia usaha.

Sedangkan program dan kegiatan terkait dengan sasaran Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, terlihat dalam Tabel 3, berikut ini

Tahun 2013.

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

1 Terlaksananya Program  peningkatan | a. Penatausahaan
kebijakan  keuangan | dan pengembangan keuangan
secara selektif dan | pengelolaan keuangan dilingkungan
profesional  dengan | daerah Sekretariat Daerah
melaksanakan tertib b. Penyusunan
administrasi keuangan anggaran
secara konsisten dilingkungan
& Sekretariat Daerah
2 Terciptanya Database { 1. Program Pembinaan { a. Penyusunan
kepegawaian yang dan Pengembangan LAKIP
mampu memberikan Organisasi Sekretariat Daerah
akses informasi b. Fasilitasi LHKPN
2. Program
Pengembangan dan | Penetapan Kinerja
Pemantauan serta Program Kerja
Pembangunan Setda
3. program penataan Penyusunan LPPD
Daerah Otonomi
Baru

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Terlaksananya Program  peningkatan | Manajemen
mekanisme dan pengembangan | pengelolaan  barang
inventarisasi barang pengelolaan  keuangan | milik daerah
dan asset daerah daerah
Terciptanya sistem | Program Pengembangan | a. Inventarisasi dan
pengarsipan dan | dan Pemantauan identifikasi  hasil
dokumentasi Pembangunan pembangunan
b. Penyiapan data
informasi serta
laporan
pembangunan
dilingkungan
sekretariat daerah
Meningkatnya Sumber | Program  Peningkatan | a. Pendidikan  dan
Daya Manusia | Kapasitas dan Sumber Pelatihan Formal
Pemerintah Kabupaten | Daya Aparatur b. Pelatihan ADD
[amandau
Tersedianya  Sarana | Program Peningkatan a. Pengadaan
dan Prasarana Ketja | Sarana dan Prasarana kendaraan  dinas
yang Representatif Aparatur operasional

b. Pengadaan mobil
jenazah

c. Pengadaan lampu
taman dan lampu
jalan

d. Sertifikasi
Pemda

e. Sertifikasi
Pemda

f. Pengadaan
peralatan  rumah
dinas

g. Pembebasan tanah
kebun untuk
fasilitasi Pemda

h. Pembuatan
kerangka baliho

i. Pengadaan
peralatan  rumah
tangga L.PSE

j. Peningkatan jalan
lingkungan rujab
bupati

k. Lanjutan penataan
lingkungan GPU

tanah

tanah
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1. Pembangunan
kelengkapan sarana
kantor

m. Penataan halaman
kantor KPU

n. Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan GPU

0. Rehab Sumur

p. Pembuatan Gudang
Mesin Genset

q- Pembuatan Sumur
Bor
Rehab Mes Pemda
Penataan Halaman
dan Taman Rujab
Bupati

t. Pembuatan Sekat

Ruang Setda
u. Pengadaan ACC
mess Desa
v. Pemasangan
keramik Aula KPU
7 Terbantuknya  unsur | Program Pembinaan dan | Penyusunan  Analisis
organisasi dan | Pengembangan Jabatan
kelembagaan Organisasi Pendampingan
perangkat daerah yang Penyusunan SOP
ramping dan kaya
fungsi
8 Terlaksananya Program Pembinaan dan | Penataan
mekanisme dan tata | Pengembangan Kelembagaan
kerja kelembagaan | Organisasi Perangkat Daerah
perangkat daerah
9 | Terwujudnya Program Penataan | Pembuatan Perda dan
Peraturan Daerah dan | Peraturan  Perundang- | Perkada
produk-produk hukum | Undangan
sesuai dengan
kebutuhan
10 | Meningkatkan Program  Peningkatan | Penerimaan kunjungan
hubungan antar | Pelayanan  Kedinasan | kerja pejabat pejabat
lembaga pemerintah Kepala Daerah/Wakil | negara/ Departemen/
Kepala Daerah Lembaga Pemerintah
Non Departemen/
Luar Negeri
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11 | Terlaksananya 1. Program

peningkatan  Sosial Peningkatan Sarana

Ekonomi Masyarakat Perekonomian

2. Program
Pembangunan Dunia
Usaha dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Kemasyarakatan

Sumber : (Sekretariat Daerah, Rencana Kerja, 2013).

¢. Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten L.amandau Tahun
2012 Nomor 82 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 71 Seri D yaitu perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Lamandau
Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 49 Tahun 2013
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau.

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf, yang dikepalai oleh seorang
Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi
dan tata laksana, serta memberi pelayanan administrasi kepada seluruh
Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Mengkoordinir perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

2) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

3) Mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintahan daerah;
Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 53
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4) Melaksanakan pengawasan pemungutan pendapatan daerah; dan

S) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretariat Daerah mempunyai
wewenang sebagai berikut :

1) Mengkoordinir staf tethadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat
daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

2) Membina pemerintahan, pembangunan dan membina masyarakat dalam arti
mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk
teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan masyarakat;

3) Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;

4) Mengkoordinir perumusan peraturan perundang-undangan yang
menyangkut tugas pokok pemerintah kabupaten; dan

5) Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten

Lamandau, menyatakan bahwa :

“Perubahan-perubahan struktur dalam pelaksanaan otonomi daerah,
yang salah satunya perubahan bentuk Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai konsekwensi dari
pelaksanaan asas desentralisasi yang perlu disikapi oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau khususnya dalam merumuskan kebijakan
dalam pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah,
Pemerintahan, Hukum, dan Organisasi, Humas, Sosial, Ekonomi,
Pembangunan, Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Perlengkapan
sesuai dengan acuan untuk merumuskan regulasi. Diantaranya melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012
Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Lamandau
serta Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.”
Sumber : (Sekretariat Daerah, Wawancara, Data yang diolah, 2014).
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Sedangkan tugas pokok dan fungsi, uraian tugas serta struktur
organisasi Sekretariat Daecrah Kabupaten Lamandau secara lengkap adalah
sebagai berikut :

1) Sekretaris Daerah.

Mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah, membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas dan
lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif
kepada seluruh perangkat daerah serta mengusulkan pejabat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten.

2) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, disebut

Asisten 1.

Mempunyai tugas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama, penyelenggaraan
administrasi  kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan serta
mengoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama dan
penyelesaian perselisihan antar daerah dan pembinaan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

b) Perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan
administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

¢) Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peraturan perundang-
undangan daerah;

d) Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah;

€) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang berhubungan dengan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
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Dalam menjalankan fungsi di atas, Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian, yaitu :
a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan;

Bagian administrasi pemerintahan mempunyai tugas pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, pengawasan,
ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, hubungan
kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa / kelurahan serta
pembinaan administrasi kependudukan.

Bagian administrasi pemerintahan menjalankan fungsi :

e Pengoordinasian dan memfasilitasi  pelaksanaan  tugas
dekonsentrasi dan  tugas  pembantuan,  keagrariaan,
penyelenggaraan urusan tata usaha bagian, serta melaksanakan
tugas tampung tantra dan/atau urusan pemerintahan sisa;

e Pengoordinasian pelaksanaan tugas penyusunan materi
pelaksanaan otonomi daerah, penegasan, penetapan dan
pemantauan batas antar kecamatan, desa/ kelurahan;

e  Pengoordinasian tata batas antar kabupaten dengan pihak provinsi
dan departemen dalam negeri serta kabupaten yang berbatasan;

e  Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

e Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten;

e Perencanaan dan pengoordinasian pembinaan wilayah dan desa/
kelurahan, fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
penghapusan desa / kelurahan, fasilitasi pelaksanaan administrasi
bagi pejabat negara;

e Pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan lembaga pemerintahan
desa dan kedemangan;

e Pengoordinasian kegiatan perumusan kebijakan dan menghimpun,
menganalisa, menyusun dan mengoordinasikan program kerjasama
antar lembaga dan antar daerah,;
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e Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan pembinaan
administrasi kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan
kependudukan dan pencatatan sipil; dan

¢  Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian,
yaitu :
i. Sub Bagian Pemerintahan Umum;

Mempunyai tugas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

keagrariaan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan

masyarakat, penyelenggaraan urusan tata usaha bagian, serta
melaksanakan tugas tampung tantra dan/atau urusan pemerintahan sisa.
ii. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa;

Mempunyai tugas menyusun materi pelaksanaan otonomi daerah,

penegasan, penetapan dan pemantauan batas antar desa/kelurahan,

evaluasi dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan
desa/kelurahan, merencanakan dan mengoordinasikan pembinaan
wilayah dan desa/kelurahan, fasilitasi pembentukan, pemekaran,
penggabungan dan penghapusan desa/ kelurahan, fasilitasi pelaksanaan
administrasi bagi pejabat Negara serta fasilitasi pembinaan lembaga
pemerintahan desa/kelurahan.

iii. Sub Bagian Kependudukan dan Hubungan Kerjasama.

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan

pembinaan dan fasilitasi serta monitoring penyelenggaraan administrasi

kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan
serta menganalisa, menyusun dan mengoordinasikan  program
kerjasama kegiatan antar lembaga Pemerintah dan lembaga non

Pemerintah untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan
Bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah
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daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan,

perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi,

fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial,
pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan
serta penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang bina mental spiritual, bina sosial dan bina
kemasyarakatan serta bina kesehatan dan kesejahteraan.

Bagian = Administrasi ~ Kescjahteraan ~ Rakyat  dan

Kemasyarakatan menjalankan fungsi :

e Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang
kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

e Penyusunan bahan perencanaan smteé{s bidang kesejahteraan
rakyat dan kemasyarakatan;

e Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang
bina mental spiritual, bina sosial, bina kemasyarakatan serta bina
kesehatan dan kesejahteraan;

e Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas
bina mental spiritual, bina sosial, bina kemasyarakatan serta
kesehatan dan kesejahteraan;

e Penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang
kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

o Pengelolaan urusan tata usaha bagian; dan

¢ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
i. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah

daerah bidang kescjahteraan rakyat, perencanaan strategis bidang

kesejahteraan rakyat, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi
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dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan rakyat.
ii. Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang bina sosial, rencana dan program bidang bina sosial,
dan fasilitasi fakir miskin dan orang terlantar dan Bina Kemasyarakatan
mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah
di bidang bina peran masyarakat, bina adat dan sosial budaya serta bina
tenaga kerja dan transmigrasi, penyusunan rencana dan program kerja,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi,
penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan bidang bina kemasyarakatan.
c. Kepala Bagian Hukum

Mempunyai tugas koordinasi penyusunan dan perumusan
rancangan peraturan perundang-undangan daerah, kajian hukum,
dokumentasi dan Informasi hukum, bantuan hukum, pembinaan dan
pengawasan produk hukum daerah kabupaten serta koordinasi
pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Bagian Hukum menjalankan fungsi :
e Pengoordinasian penyusunan dan perumusan peraturan perundang-

undangan daerah;
e Pengkajian dan penelaahan hukum;
e Penyusunan dokumentasi hukum;
e Penyelenggaraan bantuan hukum;
e Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten;
e Pengoordinasian pemenuhan hak asasi manusia;
e Penyusunan bahan-bahan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan
tugas bidang hukum dan perundang-undangan;

e Pengajuan bahan-bahan dan merumuskan perencanaan strategis

bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 59

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41778.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga bagian,;

Pelaksanaan rencana operasional bagian hukum;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis maupun lisan
agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai degan rencana
prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Pembinaan bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan
rencana, prosedur yang berlaku;

Penilaian hasil kerja bawahan dalam bentuk DP-3;

Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi pemimpin;
Pelaksanaan pengaturan, pemeriksaan, pengoreksian, pengontrolan
hasil kerja masing-masing sub bagian dan meneliti dan memantau
pelaksanaan tugas bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan
lebih lanjut;

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;
dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
i. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum,;
Mempunyai tugas mengoordinasikan urusan tata usaha dan rumah

tangga bagian, publikasi, sosialisasi serta mengumpulkan bahan
dokumentasi produk-produk hukum dan pelayanan administrasi umum,
penyelenggaraan pelayanan perpustakaan hukum, administrasi surat

menyurat, kepegawaian, perlengkapan, tatalaksana, analisis jabatan,

dokumentasi perundang-undangan, penyediaan bahan rencana dan

program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan pelaporan bagian,
mengumpulkan bahan dan publikasi serta sosialisasi produk-produk
hukum pusat dan daerah.

ii. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
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Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan
perumusan rancangan peraturan daerah, menelaah peraturan bupati,
keputusan bupati dan instruksi bupati, mengkaji peraturan perundang-
undangan dan menyusun program legislasi daerah kabupaten
melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.
iii. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum,
perlindungan hukum kepada unsur pemerintah kabupaten dalam
hubungan kedinasan dan sengketa aset pemerintah daerah, serta
koordinasi pemenuhan Hak Asasi Manusia.

3) Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya
Alam, disebut Asisten I1.

Mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan pemerintah
daerah, perencanaan strategis bidang perekonomian, pembangunan dan
sumber daya alam serta kehumasan, pengkoordinasian penyelenggaraan
sistem informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian daerah
pembangunan daerah dan sumber daya alam.

Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber
Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian,
pembangunan dan sumber daya alam serta kehumasan;

b) Penyusunan perencanaan strategis daerah bidang perekonomian,
pembangunan daerah dan sumber daya alam serta kehumasan;

c¢) Pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang perekonomian daerah dan pembangunan daerah dan
kebijakan di bidang sumberdaya alam dan kehumasan;

d) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
perekonomian, pembangunan daerah dan sumberdaya alam serta

kehumasan;
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e) Pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang
perekonomian, pembangunan daerah dan sumber daya alam serta
kehumasan;

f) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian,
pembangunan daecrah dan pengelolaan sumber daya alam serta
kehumasan; dan

g) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam  menjalankan  fungsinya  Asisten = Administrasi
Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dibantu oleh 3 (tiga)
orang Kepala Bagian, yaitu :

a. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai tugas perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan,
koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk di bidang
perekonomian dan sumber daya alam serta memantau
perkembangannya, pelaporan bidang bina promosi, investasi dan
pengendalian, bina sarana perekonomian, bina pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup serta bina produksi dan budidaya.

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai fungsi sebagai berikut :

e Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah
di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

e Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang perekonomian dan
sumber daya alam;

e Pengumpulan data penyusunan pedoman, petunjuk teknis
pembinaan  pengembangan sektor sarana perekonomian,
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana
produksi dan budidaya, promosi, investasi dan pengendalian serta

memantau perkembangannya;
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e Pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk
teknis pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian,
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana
produksi dan budidaya, promosi, investasi dan pengendalian serta
memantau perkembangannya;

e Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi
bidang perekonomian dan sumber daya alam;

e Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian
dan sumber daya alam;

e Penyusunan penyelenggaraan sistem informasi  bidang
perekonomian dan sumber daya alam;

e Pengoordinasian urusan perijinan di bidang pertambangan,
kehutanan, perkebunan dan pertanian;

e Penyusunan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan program Raskin
Kabupaten; dan

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
i. Sub Bagian Perekonomian;

Mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan

kebijakan pemerintah daerah bidang bina sarana perekonomian,

penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana perekonomian,
penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan usaha
daerah/badan usaha milik daerah/perbankan, koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

ii. Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas menyiapkan dan

menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang

pengelolaan sumber daya alam, energi dan sumber daya mineral,
penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan
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administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan  bahan
penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang energi dan sumber daya mineral. menyediakan bahan
perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang perikanan,
penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan
penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang perikanan.
iii. Sub Bagian Bina Produksi, Budidaya dan Promosi.
Mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan
pemerintahan daerah bidang bina produksi dan budidaya, penyusunan
rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi,
fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem
informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina
produksi, budidaya dan promosi
b. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membina,
mengoordinasikan dan pengembangan kehumasan guna pemantapan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta menyiapkan pembinaan
kehumasan.
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
e Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan
pengembangan hubungan masyarakat;
e Pelaksanaan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah
dengan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya
di daerah;
e Pelaksanaan penerangan dan pemberitaan kegiatan pemerintahan
dan pembangunan;
e Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi;
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e Pengumpulan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dengan instansi lain di bidang kehumasan;

¢ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian hubungan masyarakat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

i. Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, menganalisa,
menyajikan dan mengevaluasi bahan informasi, pembinaan hubungan
kemitraan dengan media, elektronik dan pers serta urusan tata usaha dan
rumah tangga bagian.

ii. Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Dokumen
Mempunyai tugas melakukan pengolahan/penyajian pemberitaan pers
dan melakukan operasional peliputan melalui sarana audio visual serta
melakukan publikasi berbagai kebijakan pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pendokumentasian
berbagai hasil rekaman kegiatan pemerintah daerah

iii. Sub Bagian Data dan Informasi
Mempunyai tugas penatalaksanaan pencaharian data, pengumpulan
data penginventarisasian data dan informasi yang berhubungan dengan
kabupaten.

c. Kepala Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pembangunan
daerah, perencanaan strategis bidang pembangunan daerah,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi,
penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan, pelaporan,
analisis dan pengkajian pembangunan.
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
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e Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang
pembangunan daerah;

e Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang pembangunan
daerah;

e Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang
penyusunan program, pengendalian pembangunan, pelaporan,
analisis dan pengkajian pembangunan daerah;

e Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang penyusunan
program, pengendalian pembangunan, pelaporan, analisis dan
pengkajian pembangunan daerah;

¢ Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan bidang
informasi dan promosi bidang pembangunan daerah;

e Penyusunan bahan pelaksanaan sistem informasi bidang
pembangunan daerah;

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah; dan

e Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Bagian Administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub

Bagian yaitu :

i.  Sub Bagian Bina Penyusunan Program

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
Pemerintah Daerah bidang penyusunan program pembangunan
daerah, penyusunan rencana strategis, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan sistem
informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
perencanaan administrasi pembangunan, standarisasi
pembangunan serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah
tangga bagian.

ii. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
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Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pemerintah daerah bidang pengendalian pembangunan,
penyusunan rencana dan program kerja bidang pengendalian
pembangunan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi
dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian
pelaksanaan pembangunan ekonomi, pengendalian pelaksanaan
pembangunan sosial budaya dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan fisik prasarana.
iii. Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pelaporan.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pemerintah daerah bidang pelaporan, analisis dan pengkajian
pembangunan, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi,
penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang evaluasi program kerja dan pembangunan,
pelaporan analisis dan pengkajian pembangunan serta pengkajian
pembangunan dan bantuan luar negeri.
4) Asisten Administrasi Umum, disebut Asisten Il
Mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan
Pemerintah  Daerah,  perencanaan  strategis, = pengoordinasian
penyelenggaraan sistem informasi, penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembinaan organisasi perangkat daerah, kepegawaian dan
keuangan dan mempunyai fungsi :
a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan rencana strategis
pemerintah daerah bidang administrasi umum;
b) Pengkoordinasian penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah
bidang organisasi, kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan;
c) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang

organisasi, kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan;
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d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi, kepegawaian,
umum, perlengkapan dan keuangan;
e) Pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang organisasi,
kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan; dan
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Dalam menjalankan fungsinya Asisten Administrasi Umum
dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu :
a. Kepala Bagian Organisasi
Mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan Pemerintah

Daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi,
penyusunan profil kelembagaan, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan
sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, standar pelayanan minimal
dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, tata kelola
pemerintahan yang baik dan kepegawaian serta pengelolaan tata usaha
dan rumah tangga bagian.

Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

e Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang
organisasi;

e  Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang organisasi;

e  Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur
pemerintah daerah dan kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;

e Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang penataan
kelembagaan dan profil kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;

e Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pola karier
Pegawai Negeri Sipil;
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e  Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembakuan tata
kerja dan prosedur kerja serta standar pelayanan minimal;

e Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan
analisis jabatan dan formasi jabatan Sekretariat Daerah,;

e  Pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah;

e Pelaksanaan pengkajian, fasilitasi dan koordinasi;

e Pelaksanaan pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis dan
evaluasi organisasi;

e Pelaksanaan, pembinaan, pengkajian, dan fasilitasi analisis
jabatan;

e Pelaksanaan administrasi pengawasan melekat dan Gerakan
Disiplin Nasional;

e Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Sekretariat Daerah;

e  Pelaksanaan administrasi dan kebijakan kepegawaian Sekretariat
Daerah, formasi jabatan, evaluasi pendayagunaan aparatur dan
pengelolaan tata pemerintahan yang baik;

e Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur
pemerintah daerah;

e  Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian; dan

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Bagian Organisasi membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
i. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah

daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, menyiapkan rencana

dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan
koordinasi, pengkajian dan pembinaan, penyelenggaraan penataan

kelembagaan, analisis organisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
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kelembagaan, pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia
perangkat daerah serta menyusun analisis jabatan di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Lamandau.
ii. Sub Bagian Tatalaksana
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pemerintahan daerah bidang tatalaksana Sekretariat Daerah,
menyiapkan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem dan
prosedur kerja, standar pelayanan, standarisasi sarana, pelaksanaan
pengawasan melekat, pelaksanaan gerakan disiplin nasional,
akuntabilitas, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
tatalaksana serta pelaporan bagian.
iii. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pemerintahan daerah bidang pendayagunaan aparatur, menyiapkan
rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi,
fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan informasi bidang
pendayagunaan aparatur dan kepegawaian lingkup sekretariat daerah,
evaluasi pendayagunaan aparatur dan pengelolaan tata pemerintahan
yang baik.
b. Kepala Bagian Keuangan
Mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah, menyusun
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD/RKA dan DPA
Sekretariat Daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum pada
Sekretariat Daerah, menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Bagian K euangan menyelenggarakan fungsi, yaitu :
e Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan
perubahan APBD dilingkungan Sekretariat Daerah,;
e  Penyiapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
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e  Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

e Pelaksanaan Revisi DPA dan menyusun Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) pada Sekretariat Daerah;

e  Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum pada Sekretariat Daerah;

e Pembinaan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah;

e Penyusunan dan penyajian informasi keuangan;

e Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum pada
Sekretariat Daerah;

e  Pelaksanaan penyimpanan uang Sekretariat Daerah;

e Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank pada lingkungan Sekretariat Daerah,;

e Pembuatan daftar dan slip gaji pegawai dilingkungan Sekretariat
Daerah;

e Pelaksanaan pembayaran SPPD dilingkungan Sekretariat Daerah;

e  Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM-GU,
SPM-TU dan SPM-LS yang diajukan oleh pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e Pelaksanaan pengendalian dan pencatatan belanja berdasarkan atas
pagu dana dan kode rekening anggaran masing-masing kegiatan
pada Sekretariat Daerah;

e Penyusunan dan pembuatan laporan bulanan terhadap realisasi
anggaran belanja dan masing-masing pimpinan kegiatan di
lingkungan Sekretariat Daerah;

e Pembuatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas umum pada
Sekretariat Daerah;

e Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Sekretriat
Daerah;
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e Pelaporan posisi harian kas umum di lingkungan Sekretariat
Daerah;

e Pelaksanaan proses akuntansi atas semua transaksi penerimaan dan
pengeluaran pada pelaksanaan APBD dilingkungan Sekretariat
Daerah;

e Pelaksanaan penyusunan laporan semesteran;

e Pelaksanaan proses akuntansi atas semua transaksi penerimaan dan
pengeluaran pada pelaksanaan dana dekonsentrasi/tugas
pembantuan dilingkungan Sekretariat Daerah;

e Pelaksanaan pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran
transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran dilingkungan Sekretariat
Daerah;

e Pengolahan data pelaksanaan anggaran menjadi laporan
konsolidasi pelaksanaan APBD dilingkungan Sekretariat Daerah;

e Penyusunan dan membuat pertanggungjawaban keuangan
dilingkungan Sekretariat Daerah; '

e Penghimpunan data keuangan pelaksanaan APBD dilingkungan
Sekretariat Daerah;

e Penyajian laporan keuangan pelaksanaan anggaran dana
dekonsentrasi/ tugas pembantuan dilingkungan sekretariat daerah,
menyusundan menyajikan laporan realisasi pelaksanaan APBD;

e  Penyusunan neraca dan laporan arus kas dilingkungan Sekretariat
Daerah;

e Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD dilingkungan
Sekretariat Daerah;

e Meneliti dan memproses surat-surat dan dokumen lainnya yang
membebani pengeluaran anggaran dilingkungan Sekretariat
Daerah; dan

e Pelaksanaan verifikasi terhadap penyelenggaraan keuangan
dilingkungan Sekretariat Daerah.
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Bagian Keuangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

i.

ii.

il

Sub Bagian Pembukuan

Mempunyai tugas melakukan proses akuntansi / tata pembukuan
dilingkungan sekretariat daerah yang meliputi pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi pelaksanaan
anggaran dan pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD, dan pelaksanaan
anggaran.

Sub Bagian Anggaran

Mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana
anggaran di lingkup Sekretariat Daerah.

Sub Bagian Verifikasi.

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penelitian dan
pengesahan pertanggungjawaban penerimaan bendahara penerima,
melakukan  pemeriksaan, penelitian dan  pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pengeluaran lingkup
Sekretariat Daerah.

c. Kepala Bagian umum

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan

ketatausahaan, perlengkapan dan melaksanakan pelayanan sandi dan
telekomunikasi.

Bagian umum menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di
bidang umum dan ketatausahaan serta perlengkapan dan keuangan;
Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang umum,
ketatausahaan dan perlengkapan dan keuangan;

Pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi;

Pelaksanaan urusan tata usaha bagian;

Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
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e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Bagian Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
Mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, penataausahaan,
penyediaan bahan rencana dan program kerja serta
pengoordinasian pelaksanaan pelaporan, pelayanan administrasi
surat menyurat, pendistribusian, dan kearsipan surat menyurat.

ii. Sub Bagian Rumah Tangga
Mempunyai tugas pelayanan administrasi dalam hal penyediaan
kepentingan rumah tangga, penyediaan perlengkapan dan barang
rumah tangga dan pemeliharaan barang rumah tangga dilingkungan
Sekretariat Daerah.

iii. Sub Bagian Protokol
Mempunyai tugas penatalaksanaan keprotokolan dan perjalanan
dinas Pimpinan dan Pegawai, pelayanan keprotokolan bagi tamu-
tamu Pemerintah Daerah, penatalaksanaan dan pengolahan materi
acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten
dan/atau pihak penyelenggara lainnya yang dihadiri oleh Pimpinan.

d. Kepala Bagian Perlengkapan
Mempunyai tugas melakukan penyusunan analisa dan rencana

kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan, menyimpan dan

mendistribusikan barang perlengkapan di lingkungan Sekretariat

Daerah.

Bagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

e Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perlengkapan;

e Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang
perlengkapan;

e Penyusunan kebutuhan perlengkapan;

e Pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
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e Penyiapan dan pemeliharaan perlengkapan;
e Pendistribusian perlengkapan dan perbekalan;
e  Pelaksanaan administrasi perbekalan; dan
e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
Bagian Perlengkapan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
i.  Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Mempunyai tugas melakukan penyusunan analisa dan rencana
kebutuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat
Daerah.
ii. Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan
Mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, menyimpan dan
penghapusan barang di lingkungan Sekretariat Daerah.
iii. Sub Bagian Pendataan dan Pendistribusian.
Mempunyai tugas pendataan, inventarisasi dan pendistribusian
barang di lingkup Sekretariat Daerah.
5) Staf Ahli
Staf Ahli melaksanakan tugas memberikan telaahan masalah
Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya di bawah koordinasi
Sekretaris Daerah.
Jabatan Staf Ahli terdiri dari :
a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
c) Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
e) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.
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B. KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuniabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah periu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama dari instansi pemerintah
adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau
untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area dan
tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan
demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indikator) adalah merupakan ukuran
keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. (Permenpan
Nomor 20 Tahun 2008).

Salah satu ukuran organisasi yang baik dan berhasil adalah organisasi yang
mampu menunjukkan kinerja yang baik, terlebih pada organisasi yang memberi
pelayanan publik seperti Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Organisasi
pemerintah seperti Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah salah satu unsur
pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, kemasyarakatan,
organisasi dan tata laksana, serta memberi pelayanan administrasi kepada seluruh
Perangkat Daerah.

Dalam TAPM ini yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai
oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya, atau sebagai gambaran mengenai besar kecilnya hasil yang dicapai dari satu
kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi dan misi serta
rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Berdasarkan definisi
operasional yang telah dibuat, berikut ini diuraikan analisis hasil penelitian dan kinerja
yang dimulai dari visi dan misinya.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi bagi satu organisasi merupakan jembatan bagi harapan yang ingin
diwujudkan di masa depan. Keberadaan visi dan misi bagi satu organisasi menjadikan apa
yang ingin dikerjakan menjadi mudah dan sederhana. Untuk menentukan dan

merumuskan visi dan misi sebuah organisasi publik sebaiknya memperhatikan aspirasi dan
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kebutuhan masyarakat. Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau memiliki Visi
“Terwujudnya Pelayanan Publik, Administrasi Dan Kepemerintahan Yang Baik”.
Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi sebagai langkah konkret untuk
mencapainya, yaitu : “Melaksanakan Sistem Administrasi Pelayanan dan
Kepemerintahan Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”.
Adapun tujuan dan sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah
sebagai berikut :
1) Meningkatkan administrasi kepemimpinan yang baik dan profesional, dengan
sasaran :
- Terlaksananya kebijakan keuangan secara selektif dan profesional dengan
melaksanakan tertib administrasi keuangan secara konsisten.
- Terciptanya Database kepegawaian yang mampu memberikan akses informasi.
- Terlaksananya mekanisme inventarisasi barang dan aset Daerah.
- Terciptanya sistem pengarsipan dan dokumentasi.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan organisasi, dengan sasaran :
- Meningkatnya sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif.
3) Terwujudnya peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan otonomi
daerah, dengan sasaran :
- Terbentuknya struktur organisasi dan kelembagaan perangkat daerah yang ramping
dan kaya fungsi.
- Terlaksananya mekanisme dan tata kerja kelembagaan perangkat Daerah.
- Terwujudnya Peraturan Daerah dan produk-produk hukum sesuai dengan
kebutuhan.
- Meningkatnya hubungan antar lembaga Pemerintah.
4) Meningkatkan pembinaan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha, dengan
sasaran :
- Terlaksananya peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
- Terlaksananya pembinaan hubungan kerja antar duma usaha.

Setelah mencermati apa yang menjadi visi dan misi organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamandau selanjutnya akan dijelaskan bagaimana visi dan misi tersebut
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dipahami dan dimengerti oleh semua pihak dan bagaimana pelaksanaannya, apakah telah
mencapai sasaran atau belum. Secara umum apa yang menjadi visi dan misi organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh
siapa saja yang membaca dan mengamatinya, namun dalam pelaksanaannya ternyata
sangatlah sulit. =~ Meskipun visi dan misi tersebut sudah merupakan pedoman dalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasi, tetap saja dalam penjabarannya ke dalam
program-program dan kegiatan ternyata belum bisa tepat sasaran.

Sebagai aparat terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, para
pelaksana diharapkan mampu untuk menterjemahkan apa yang menjadi visi dan misi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Dalam kenyataannya bahwa mereka semuanya
belum mengetahui dan dapat memahami visi dan misi organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau tersebut. Seperti Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian
memang sudah bisa memahami dan mengetahui visi dan misi organisasi. Namun ada
beberapa orang Kepala Sub Bagian masih ada yang bel dengan jelas mengetahui visi dan
misi organisasi, dan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih banyak berpedoman
kepada keberadaan aturan dan instruksi pimpinan.

Pada tingkat Kepala Sub Bagian masing-masing mengetahui apa yang menjadi visi
dan misi organisasinya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Bina
Penyusunan Program yang menyatakan bahwa :

“Saya kira semua Kepala Sub Bagian di sini sudah bisa memahami dan mengetahui

visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Dan dengan visi dan

misinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau berupaya melakukan perubahan

ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Pada tingkat Sub Bagian bisa jadi

belum semuanya mengetahui dan memahaminya, apalagi pada tingkat pelaksana”.

Adanya pelaksana yang tidak atau belum mengetahui bahkan memahami apa
sebenarnya yang menjadi visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau terungkap
melalui wawancara peneliti dengan salah seorang Pelaksana yang menyatakan -

“Saya tidak tahu persis apa visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau,

saya hanya pernah mendengar dan membaca sekilas saja. Dan saya kira para

Pelaksana lain juga banyak yang tidak mengetahui mengenai visi dan misi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau ini”.

Berkaitan dengan belum atau tidak mengetahuinya mereka ternyata ada kaitannya
dengan tingkat keterlibatan aparat Sekretariat Dacrah Kabupaten Lamandau dalam
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penyusunan dan perumusan visi dan misi organisasinya, kalaupun terlibat pada umumnya
terlibat secara tidak langsung yaitu hanya dengan memberi saran dan masukan-masukan,
tidak ikut serta dalam pembahasan atau penyusunannya. Bahkan sebagian besar merasa
tidak terlibat, hanya sebagian kecil saja yang terlibat langsung. Salah seorang Kepala Sub
Bagian menjawab mengenai keterlibatan penyusunan visi dan misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
“Visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dibuat dan disesuaikan
dengan visi dan misi Kepala Daerah”. Dalam penyusunannya telah ditunjuk Tim
dari Pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya di
SK kan oleh Sekretaris Daerah. Oleh karena itu proses penyusunannya tidak
banyak melibatkan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau”.

Dalam menjabarkan visi dan misi menjadi berbagai program / kegiatan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau tentunya tidak dapat sekaligus
menjadikan pelayanan optimal. Keterbatasan berbagai sumber daya, memerlukan
kearifan untuk menentukan pilihan, dan menentukan prioritas utama dalam menyusun
program dalam perencanaan. Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur
organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, kapasitas pelayanan dapat
dikategorikan menjadi 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai pengambil
kebijakan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan
serta pelayanan administratif kepada seluruh SKPD. Ketiga kapasitas pelayanan utama
tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan
strategis yaitu :

1) Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan
Pelayanan sebagai pengambil kebijakan Pelayanan Kebijakan yang ditangani
Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan
kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan,
pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana Pemerintah Daerah
yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

2) Pelayanan Sebagai Koordinator Pembangunan Daerah
Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan Daerah,
Sekretariat Daerah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti

koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Provinsi
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Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kecamatan di
Kabupaten Lamandau termasuk Desa dalam wilayah Kabupaten Lamandau.
3) Pelayanan Administratif
Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan
data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan
pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada SKPD dilingkup Pemerintah
Daerah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau,
menyatakan bahwa prioritas utama program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau adalah :

“Menurut saya prioritas utama adalah mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah”

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan memberikan jawaban sebagai berikut :

“Prioritas utama adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah
haruslah didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur serta dana yang memadai”

Salah seorang Kepala Sub Bagian mengatakan bahwa :

“Dalam menempatkan seorang aparatur haruslah diperhatikan kompetensinya,
sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya benar-benar dapat
dipertanggung jawabkan kinerjanya. Harusnya yang ditempatkan dalam suatu
jabatan tertentu adalah atas dasar “The Right Man in The Right Job dan bukanlah
atas dasar Like and Dislike”

Dari keterangan-keterangan di atas memberikan gambaran mengenai pelayanan
Sekretariat Daerah, yaitu bahwa suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah
haruslah didukung oleh suatu perencanaan pembangunan yang baik. Selanjutnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan
administrasi kepada seluruh perangkat daerah haruslah didukung pula oleh kualitas dan
kuantitas serta dana yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu langkah
yang dapat ditempuh adalah dengan menempatkan aparatur dalam jabatannya, dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa seseorang tersebut adalah benar-benar
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tepat dengan jabatan dan kompetensinya, dengan demikian dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dapat dinilai keberhasilan akuntabilitas kinerjanya.

Wawancara yang ditakukan penulis sehubungan dengan program dan kegiatem
yang sudah dilaksanakan dan kesesuaiannya dengan visi dan misi dapat dikemukakan
sebagai berikut :

“Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, saya rasa masih
belum terlaksana seluruhnya, hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang masih
kurang, disamping hal tersebut untuk lebih memaksimalkan terlaksananya tugas
pokok dan fungsi haruslah ada dukungan dari atasan serta bawahan”. (Kepala Sub
Bagian Pengendalian Pembangunan, 2014).

“Program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau berjalan cukup
baik. Pelaksanaannya sudah berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2013 dan di lapangan dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang
positif untuk menunjang keuangan dan perekonomian”. (Kepala Sub Bagian
Perekonomian, 2014).

“Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun
Anggaran 2013 rata-rata sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan
penyerapan anggaran yang signifikan setiap Triwulannya, hal ini tentu saja akan
berpengaruh terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah. Pelaksanaan program
dan kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi, walau belum
terlaksana dengan maksimal tetapi sudah pasti akan menuju ke arah tercapainya
visi dan misi” (Kepala Sub Bagian Pembukuan, 2014).

“Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau masih ada yang bersifat monoton dan terlalu manut terhadap
sistem, sehingga sering muncul kebijakan pimpinan yang tidak perlu, yang
terkadang tidak sesuai dengan situasi di lapangan, seperti terpola, tidak inovatif;
tidak kritis terhadap aspirasi, terlalu dipaksakan, tetapi menurut saya program dan
kegiatan tetaplah harus berjalan, istilahnya “Show Must Go On”. Di dalam
mewujudkan visi misinya, Sekretariat Daerah tidak hanya cukup dengan beberapa
program dan kegiatan yang ada, masih diperlukan jalan dan waktu yang cukup
lama, perlunya komitmen dan kesadaran yang tulus penuh pengabdian. Masih
diperlukan kerja keras untuk merubah perilaku aparatur yang menyimpang,
diantaranya komitmen aparatur untuk melaksanakan kata dan perbuatan yang
seharusnya selalu sama” (Kepala Sub Bagian Bina Penysunan Program, 2014).

Selain melakukan wawancara, keberhasilan kinerja ini bisa juga dianalisis dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, dan dapat dilihat pada Tabel 7, berikut ini :
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Tabel 9. Analisis Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013,
SASARAN ANGGARAN
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | PROGRAM /KEGIATAN (Rp)
1 1 2 3 4 5
1 | Terlaksananya Penatausahaan keuangan 2 laporan 66 laporan | Program peningkatan fan pengembangan
kebijakan dilingkungan sekretariat yang pengelolaan keuangan daerah
keuangan secara terkontrol Penatausahaan keuangan 150.608.920
selektif dan dilingkungan Sekretariat
profesional dengan Daerah
melaksanakan Penyusunan anggaran 112.750.000
tertib administrasi dilingkungan Sekretariat
keuangan secara Daerah
konsisten
2 | Terciptanya Program Pembinaan dan Pengembangan
database Organisasi
kepegawaian Yang | | penyampaian LAKIP Setda | 31-03-2013 | 31-03-2013 [Penyusunan LAKIP 9.370.000
mampu tepat waktu Sekretariat Daerah
memberikan akses
informasi 2. Penyampaian Penetapan 31-03- 2013 | 31-03-2013
Kinerja Serta Program dan
Kegiatan Setda tepat waktu
3. Penyampaian LHKPN tepat 31-06-2013 | 31-06-2013 | Fasilitasi LHKPN 50.000.000
waktu
Program Pengembangan dan Pemantauan
Pembangunan
4, Penyampaian ILLPD & LPPD | 31-03-2013 | 31-03-2013 | Penetapan Kinerja serta

tepat waktu

Program Kerja Setda

40.000.000
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Program penataan Daerah Otonomi Baru
5. Penyampaian Simpemda Kab 31-03-2013 | 31-03-2013 | Penyusunan LPPD 25.000.000
tepat waktu
3 | Terlaksananya Program peningkatan dan pengembangan
mekanisme pengelolaan keuangan daerah
inventarisasi ) i ]
barang dan asset Mfz{lajemen pengelolgan barang 1 laporan 1 laporan Manajemf:r.l pengelolaan 110.000.000
daerah milik daerah yang baik barang milik daerah
4 | Terciptanya sistem Program Pengembangan dan Pemantauan
pengarsipan dan Pembangunan
dokumentasi . L — - _ i
1. Terlaksananya inventarisasi 1 laporan 1 laporan | Inventarisasi dan identifikasi 100.000.000
dan identifikasi hasil hasil pembangunan
pembangunan
2. Tersedianya data dan 1 laporan, 1 laporan, | Penyiapan data informasi 100.000.000
informasi serta laporan 279 buku 279 buku | serta laporan pembangunan
pembangunan di sekretariat edisi lux edisi lux dilingkungan sekretariat
daerah daerah
5 | Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas dan
Sumber Daya Sumber Daya Aparatur
Manusia 1. Telaksananya Pendidikan dan 17 kali, 12 kali, | Pendidikan dan Pelatihan 160.000.000
Pemerintah Pelatihan Formal 25 orang 24 orang | Formal
Kabupaten
Lamandau 2. Terlaksananya Pelatihan 91 orang 91 orang Pelatihan ADD 82.500.000
Administrasi Desa
6 | Tesedianya Sarana | Terlaksananya Pembangunan dan Program Peningkatan Sarana dan
dan Prasarana renovasi bangunan milik daerah Prasarana Aparatur
Kerja yang ‘ 1 paket 1 paket Pengadaan kendaraan dinas 3.750.000.000
} Representatif operasional
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1 paket 1 paket Pengadaan mobil jenazah 300.000.000

1 paket 1 paket Pengadaan lampu taman dan 75.000.000
lampu jalan

1 paket 0 paket Sertifikasi tanah pemda 220.000.000

1 paket 1 paket Pengadaan peralatan rumah 1.200.000.000
dinas

1 paket 0 paket Pembebasan tanah kebun 164.000.000
untuk fasilitasi pemda

1 paket 1 paket Pembuatan kerangka baleho 150.000.000

1 paket 1 paket Pengadaan peralatan tumah 142.000.000
tangga LPSE

1 paket 1 paket Peningkatan jalan 500.000.000
lingkungan rujab bupati

1 paket 1 paket Lanjutan penataan 1.000.000.000
lingkungan GPU

1 paket 1 paket Pembangunan kelengkapan 50.000.000
sarana kantor

1 paket 1 paket Penataan halaman kantor 250.000.000
KPU

1 paket 1 paket Pengadaan peralatan dan 845.000.000
perlengkapan GPU

1 paket 1 paket Rehab Sumur 30.000.000
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1 paket 1 paket Pembuatan Gudang Mesin 100.000.000
Genset
1 paket 0 paket Pembuatan Sumur Bor 100.000.000
1 paket 1 paket | Rehab Mess Pemda 200.000.000 |
1 paket 1 paket | Penataan Halaman dan 350.000.000 |
Taman Rujab Bupati
1 paket 1 paket Pembuatan Sekat Ruang 200.000.000
Setda
1 paket 1 paket Pengadaan AC mess Desa 350.000.000 |
1 paket 1 paket Pemasangan keramik Aula 250.000.000
KPU
7 | Terbentuknya Tersusunnya Analisis Jabatan, Program Pembinaan dan Pengembangan
unsur organisasi Analisis Beban Kerja dan Standar Organisasi
dan kelembagaan | Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Analisis 480.000.000 |
perangkat daerah I laporan Iaporan | 1o ian
yang ramping dan Pendampingan Penyusunan | 190.000.000
kaya fungsi 1 laporan 1 laporan | SOP
8 | Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan |
mekanisme dan Organisasi
tata kerja Terbentuknya Profil 1 laporan 1 laporan | Penataan Kelembagaan 100.000.000
kelembagaan Kelembagaan daerah Kabupaten Perangkat Daerah
perangkat daerah Lamandau
9 | Terwujudnya Program Penataan Peraturan Perundang-
peraturan daerah Undangan
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dan produk-produk | Terbentuknya Perda dan Perkada 10 Perda 21 Perda | Pembuatan Perda dan 190.000.000
hukum sesuai Perkada
dengan kebutuhan 20 Perbub 56 Perbub
10 | Meningkatkan Program Peningkatan Pelayanan
hubungan antar Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
lembaga Daerah
pemerintah Terlaksananya penerimaan 25 pertemuan | 7 pertemuan | Penerimaan kunjungan kerja 300.000.000
kunjungan kerja pejabat negara/ pejabat pejabat negara/
Departemen/ Lembaga Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen/ Pemerintah Non
Luar Negeri Departemen/ Luar Negeri
11 | Terlaksananya 1. Terlaksananya distribusi raskin 8 Kec 8 Kec Program Peningkatan 600.000.000
peningkatan Sosial Sarana Perekonomian
Ekonomi
Masyarakat 2. Terlaksananya Pelatihan 10 UMKM 9 UMKM | Program Pembangunan 85.000.000
UMKM Dunia Usaha dan
Pemberdayaan Ekonomi
Kemasyarakatan
Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, Data Yang Diolah, 2014 ).
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Dari Tabel 9, dapat dilihat bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima
melalui pelaksanaan progam dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui
instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi
pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan, yang
dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Tahun 2013
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau telah menyelesaikan dan melaksanakan seluruh
program, kebijakan dan jenis kegiatan dengan bertolak pada indikator kinerja input, output
dan outcome. Dalam Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2013 berpedoman pada prinsip-prinsip penyusunan LAKIP dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok
indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Penetapan
kinerja (PK)

b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing
indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil
pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran
tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Penetapan
Kinerja (Pk).

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator
kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan
menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85 > . Sangat Baik
70<X<85 » . Baik
55<X<170 » . Cukup Baik
<55 » . Buruk
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Berdasarkan analisis evaluasi kinerja uraian pencapaian sasaran Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013 dapat dilihat dalam capaian-capaian indikator
kinerja, sebagai berikut :

Tabel 10. Sasaran 1. “Terlaksananya Kebijakan Keuangan Secara Selektif Dan
Profesional Dengan Melaksanakan Tertib Administrasi Keuangan Secara

Konsisten™
No Indikator Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%)
1. | Penatausahaan keuangan | Laporan 2 66 100
dilingkungan  sekretariat
yang terkontrol

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013).

Berdasarkan Tabel 10, tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran [ adalah sebesar 100 % atau dapat

dikategorikan ”Sangat Baik”.

Tabel 11. Sasaran 2. “Terciptanya Database Kepegawaian Yang Mampu Memberikan

Akses Informasi”
No Indikator Satuan Target Realisasi Ca([:/:;an
1. | Penyampaian LAKIP Setda | Tanggal | 31-03-2013 | 31-03-2013 100
tepat waktu

2. | Penyampaian Penetapan | Tanggal | 31-03-2013 | 31-03-2013 100
Kinerja Serta Program dan

Kegiatan Setda tepat waktu

3. | Penyampaian LHKPN tepat { Tanggal | 31-06-2013 | 31-06-2013 100
waktu

4. | Penyampaian ILPPD & | Tanggal | 31-03-2013 | 31-03-2013 100
LPPD tepat waktu

5. | Penyampaian Simpemda | Tanggal | 31-03-2013 | 31-03-2013 100
Kab tepat waktu

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013 ).
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Berdasarkan Tabel 11, tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 2 adalah sebesar 100 % atau dapat
dikategorikan "Sangat Baik”.

Tabel 12. Sasaran 3. “Terlaksananya Mekanisme Inventarisasi Barang Dan Asset

I)ac ”
No Indikator Satuan | Target | Realisasi C’(‘,'/’;‘“
L J
1. | Manajemen pengelolaan
barang milik daerah yang| Laporan i 1 100
baik

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013 ).
Berdasarkan Tabel 12, tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasgqran 3 adalah sebesar 100 % atau dapat

dikategorikan “Sangat Baik”.

Tabel 13. Sasaran 4. “Terciptanya Sistem Pengarsipan dan Dokumentasi”

No Indikator Satuan | Target | Realisasi C?gz;an
1. | Terlaksananya inventarisasi
dan identifikasi hasil | Laporan 1 1 100
pembangunan
2. | Tersedianya  data  dan
informasi  serta laporan | Laporan 1 1 100
pembangunan di sekretariat | Buku 279 279
daerah

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013 ).
Berdasarkan Tabel 13, tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 4 adalah sebesar 100 % atau dapat

dikategorikan “Sangat Baik”.
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Tabel 14. Sasaran 5. “Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten

Lamandau”
No Indikator Satean | Target | Realisasi C‘(l:;’)’m
(]
1. | Telaksananya Pendidikan Kali 17 12 %
dan Pelatihan Formal Orang 25 24
2. | Terlaksananya Pelatihan
] Orang 91 91 100
Administrasi Desa

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013).

Berdasarkan Tabel 14, tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 5 adalah sebesar 95 % atau dapat
dikategorikan “Sangat Baik”.

Tabel 15. Sasaran 6. “Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang Representatif”

No Indikator Satuan | Target | Realisasi C’;gz;m
1. Terlaksananya
Pembangunan dan renovasi | Paket 21 18 85
bangunan milik daerah

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013 ).

Berdasarkan Tabel 15, tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat

disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 6 adalah sebesar 85 % atau dapat dikategorikan
“Baik”.

Tabel 16. Sasaran 7. “Terbentuknya Unsur Organisasi dan Kelembagaan Perangkat
Daerah Yang Ramping dan Kaya Fungsi”

No Indikator Satuan | Target | Realisasi C}gz;m

1. | Tersusunnya Analisis
Jabatan, Analisis Beban
Kerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP)

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013).

Laporan 2 2 100
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Berdasarkan Tabel 16, tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 7 adalah sebesar 100 % atau dapat
dikategonikan “Sangat Baik”.

Tabel 17. Sasaran 8. “Terlaksananya Mekanisme dan Tata Kerja Kelembagaan

Perangkat Daerah”
No Indikator Satuan | Target | Realisasi C‘(l.’/‘;‘“
®
1. | Terbentuknya Profil
Kelembagaan Daerah | Laporan i 1 100
Kabupaten Lamandau

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013 ).

Berdasarkan Tabel 17, tingkat capaian indikator di atas dapat disimpulkan
bahwa pencapaian sasaran 8 adalah sebesar 100 % atau dapat dikategorikan “Sangat
Baik”.

Tabel 18. Sasaran 9. “Terwujudnya Peraturan Daerah dan produk-produk hukum

sesuai dengan kebutuhan”
No Indikator Satuan | Target | Realisasi C’Z‘-’Z;’"
1. | Terbentuknya Perda dan| Perda 10 21 100
Perkada Perbub 20 56

Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013 ).

Berdasarkan Tabel 18, tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 9 adalah sebesar 100 % atau dapat
dikategorikan “Sangat Baik”.
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Tabel 19. Sasaran 10. “Meningkatkan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah”

No

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Terlaksananya penerimaan
kunjungan kerja pejabat
negara / Departemen /
Lembaga Pemerintah Non
Departemen / Luar Negeri

Pertemuan

25

28

Sumber :

Berdasarkan Tabel 19,

( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013).

tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat

disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 10 adalah sebesar 28 % atau dapat
dikategorikan “Buruk”.

Tabel 20. Sasaran /. “Terlaksananya Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat”

No Indikator Satuan | Target | Realisasi Cig;;m
®
1. | Terlaksananya distribusi
. Kecamatan 8 8 100
Rasidin
2. | Terlaksananya Pelatihan
UMKM 10 9 90
UMKM
Sumber : ( Sekretariat Daerah, LAKIP, 2013 ).

Berdasarkan Tabel 20,

tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat
adalah sebesar 95 % atau dapat

disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 11

dikategorikan “Sangat Baik”.

2. Responsivitas

aspirasi,

mengenali kebutuhan masyarakat dan prioritas pelayanan,

Responsivitas didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menampung

serta

merealisasikannya dengan menyusun agenda dan mengembangkan program-program

yang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
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menunjukkan keselarasan antara kebijakan dengan kegiatan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi informan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau,
upaya yang dilakukan untuk mengenali aspirasi masyarakat antara lain melalui kegiatan-
kegiatan :

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

b. Sosialisasi program dan kegiatan, penyuluhan, pembinaan, Monitoring dan evaluasi.
c. Menerima usulan berupa lisan, surat, SMS atau surat elektronik dari masyarakat.

d. Temu masyarakat melalui Kunjungan Kerja.

e. Menghadiri acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk menampung aspirasi atau usulan warga masyarakat, selain hanya
menerima usulan yang masuk berupa surat ke kantor, aparat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau memanfaatkan setiap ada kesempatan bertemu dengan
masyarakat. Setiap kegiatan baik masih berupa sosialisasi atau pelaksanaan program,
bahkan sewaktu monitoring dan evaluasi program digunakan sebagai kesempatan untuk
dapat menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini terungkap dari jawaban
yang diberikan informan yang berasal dari pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau, yaitu :

a. Jawaban Kepala Sub Bagian Bina Penyusunan Program :

“Cara Sekretariat Daerah menampung aspirasi masyarakat adalah dalam setiap
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa,
perencanaannya harus melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)”

b. Jawaban Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan :

“Cara  Sekretariat Daerah menampung aspirasi masyarakat yaitu melalui
pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan, melalui penyuluhan, pembinaan,
Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan”

c. Jawaban Kepala Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Dokumen :

“Aspirasi masyarakat ditampung melalui SMS Center, surat-surat, e-mail (surat
elektronik) dan terkadang langsung disampaikan kepada kami pada saat melipu?
suatu event atau momen yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan maupun di
Kabupaten”
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d. Jawaban Kepala Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan :
“Untuk mepampung aspirasi masyarakat antara lain melalui kunjungan kerja dan
menghadiri acara ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat”

Sampainya aspirasi masyarakat ke dalam organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau selain ditentukan oleh cara menampungnya, tetapi juga
ditentukan oleh kemampuan Sekretariat Dacrah untuk mengetahui dan memahami
kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kemampuan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau untuk mengetahui kebutuhan masyarakat
sangat baik, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan :

“Kemampuan Sekretariat Daerah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sangat
baik, tetapi tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat
masih belumlah maksimal”

Keterangan di atas juga terungkap bahwa kemampuan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat cukup
tinggi, tetapi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
masih kurang. Jawaban informan lain nampaknya menyetujui bahwa tingkat realisasi
aspirasi masyarakat masih kurang. Jawaban demikian di antaranya diberikan oleh :

a. Kepala Bagian Organisasi yang menyatakan :

“Realisasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi karena
banyak faktor penyebab seperti ketersediaan dana, tenaga dan waktu serta haruslah
didukung oleh SDM aparatur yang kompeten”

b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

mengemukakan :

“Realisasi, banyak tidak terealisasi karena semua program dan kegiatan masih
sangat tergantung pada dana pemerintah, menyikapinya dengan usulan tetapi tidak
terakomodir oleh Pemerintah Daerah discbabkan mendahulukan program dan
kegiatan yang lebih prioritas dan solusinya dengan menunggu pada penganggaran
pada Tahun Anggaran berikutnya”

c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan berpendapat :
“Tingkat realisasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sudah cukup bagus, misalnya

pelaksanaan pembangunan desa melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) walau
belum keseluruhannya tercapai seperti yang diharapkan™

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) gQ
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Jawaban yang hampir serupa diberikan oleh masyarakat pengguna layanan yang
diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, antara lain :

a. “Realisasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat selama mi belum terpenubi
sebagaimana harapannya, dan permasalahannya pada SDM Aparatur dan
ketersediaan Dana” ( Tokoh Masyarakat ).

b. “Realisasinya sebagian terlaksana dan sebagian lagi tidak ( Pengusaha ).

c. “Belum, karena sementara ini kegiatan di Sekretariat Daerah hanya diketahui
oleh orang-orang tertentu saja, dan kegiatan tersebut belum tentu masyarakat
tahu” ( Lembaga Swadaya Masyarakat ).

Dari keterangan-keterangan di atas tampak bahwa tingkat realisasi kebutuhan
dan aspirasi masyarakat masih betum baik, dan menampakkan bahwa adanya hambatan-
hambatan dan permasalahan dalam mengakomoak aspirasi masyarakat tersebut.
Beberapa hambatan yang nampak dijumpai berdasarkan hasil wawancara diantaranya
birokrasi eksekutif / legislatif, tingkat partisipasi masyarakat, koordinasi dan minimnya
penunjang dana dan SDM Aparatur yang kompeten.

Wawancara penulis kepada Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum, bahwa
hambatan dalam mengakomodir aspirasi masyarakat disebabkan oleh :

“Minimnya penunjang dana untuk merealisasikan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat dan SDM Aparatur yang kompeten”.

Wawancara penulis dengan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan,
diperoleh jawaban :

“Hambatan dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah
belum semua media dialog tersedia dan terbuka secara optimal, belum
terbukanya menerima aspirasi / transparansi sektoral dan sebagainya.”

Wawancara penulis dengan Kepala Bagian Organisasi, diperoleh jawaban :

“Hambatan dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang
berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah
adalah masih minimnya tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat dalam
kegiatan Pemerintah Daerah.”

Wawancara penulis dengan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan

Sumber Daya Alam, diperoleh jawaban :

“Hambatan dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah -
masih lemahnya fungsi Birokrasi Eksekutif dan Legislatif, sertamasih minimnya
PAD Kabupaten Lamandau”.
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Dari keterangan-keterangan di atas secara garis besar yang menjadi hambatan
dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah keterbatasan sumber
daya (Dana, Waktu, Tenaga dan SDM Aparatur yang berkompeten), tingkat
transparansi, tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat, adanya hambatan karena
masih lemahnya fungsi birokrasi eksekutif dan legislatif. Untuk melengkapi penilaian
mengenai responsivitas Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, selain dengan hal-hal
yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa perlu untuk mengetahui upaya aparat
di Sekretariat Daerah untuk meminimalkan hambatan yang ditemui dalam
merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengurangi hambatan birokrasi, terungkap sewaktu dilakukan
wawancara dengan beberapa Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau, yaitu :

a. Kepala Sub Bagian Pembukuan Keuangan, memberikan jawaban :
“Agar dana kegiatan Sekretariat Daerah ditambah, dan penggunaan dana haruslah
berpedoman pada skala prioritas™

b. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, memberikan jawaban :
“Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan DPRD
Kabupaten Lamandau.”

c. Kepala Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pelaporan memberikan jawaban :

“Sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan Sekretariat Daerah,
berkoordinasi dengan Instansi Vertikal terkait. ”

Untuk mengurangi hambatan dari segi transparansi, persepsi dan partisipasi
masyarakat terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian
Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, yaitu :

“Mengadakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada PNS, selanjutnya

mereka inilah yang akan menjadi mentor bagi pelatihan keterampilan dan

penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat”.
Selanjutnya Kepala Sub Bagian Bina Penyusunan Program memberikan jawaban :

“Cara meminimalisir hambatan adalah adanya kemauan baik dari semua pihak
untuk saling terbuka, kesadaran dan ketulusan dalam pengabdian kepada
masyarakat, clean dan good government.”
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Untuk mengurangi hambatan dari segi sumber daya dan dana, pada umumnya
informan memberikan jawaban dengan mengusulkan penambahan dana seperti jawaban
yang diberikan oleh Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Pada akhirnya dana
untuk program dan kegiatan tergantung pada usulan yang disetujui dengan berpedoman
pada skala prioritas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD.

Untuk mengurangi hambatan sumber daya waktu, tenaga dan SDM Aparatur
yang kompeten, terungkap dari wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian
Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, yaitu :

“Cara meminimalisir hambatan adalah dengan memberikan pembelajaran

kepada masyarakat serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia

Aparatur.”

Untuk meminimalkan hambatan dalam mengakomodir pelayanan, ternyata
jawaban tidak hanya diperoleh dari informan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau saja. Jawaban telah diterima juga dari pengguna layanan Sekretariat Daerah
sebagai saran dan masukan bagi Aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau,
diantaranya adalah :

a. Kasi PMK Kecamatan Sematu Jaya memberikan jawaban bahwa dalam pelaksanaan
kegiatan dengan berpedoman pada “Skala Prioritas™.

b. Ketua LPSE Kabupaten Lamandau memberikan jawaban untuk meminimalkan
hambatan adalah dengan cara peningkatan profesionalisme aparat dan
penyederhanaan regulasi Birokrasi.

Pembahasan di atas memperiihatkan bahwa kemampuan Aparatur Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau dan penggunaan berbagai kesempatan atau media untuk
menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat sudah baik. Kemampuan untuk
menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut, nampaknya masih terganjal
berbagai hambatan dalam merealisasikan semua aspirasi ke dalam program dan kegiatan
Sekretariat Daerah. Langkah-langkah yang ditempuh belum tampak dapat mengatasi
hambatan, yang ditemui dalam mengakomodir aspirasi masyarakat ke dalam program
dan kegiatan. Terlaksananya program dan kegiatan masih sangat tergantung pada
anggaran yang tersedia. Oleh karena itu dapat dipaham ada kecenderungan bahwa
Pegawai yang terkait kurang memiliki inovasi dan kreativitas karena dibatasi oleh

anggaran. Aspek birokrasi yang berkaitan dengan kebutuhan dana nampaknya belum
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memberikan dukungan dan pelayanan prima.  Akhirnya ada kecenderungan bahwa
Pegawai selalu tergantung pada anggaran untuk pelaksanaan tugasnya, dan enggan
untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang bersifat kreatif dan mencari ide baru atan
konsep baru dalam meningkatkan pelayanan birokrasi.  Penilaian Responsivitas dari
Aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau belum cukup baik dan masih harus
ditingkatkan lagi.

3. Responsibilitas

Responsibilitas  didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk
melaksanakan kegiatan publik yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar, atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit
maupun implisit. Secara teoritis pengertian nilai-nilai administrasi adalah seperangkat
ketentuan atau peraturan hukum secara tertulis maupun peraturan hukum yang tidak
tertulis seperti kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalankan secara turun temurun dan
sudah diadopsi sebagai konvensi.

Dalam implementasinya, pelayanan birokrasi yang dilakukan oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau berpedoman pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 49
Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau.

Dimungkinkan bagi setiap Aparatur dalam mengimplementasikan tugas, pokok
dan fungsinya dituntut untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Disamping
itu ada pula aturan-aturan yang bersifat Nasional, Provinsi dan Kabupaten atau petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pejabat lokal beserta aturan lainnya yang
dipersyaratkan, haruslah dipatuhi karena melalui kepatuhan pada ketentuan peraturan
dan perundangan yang berlaku inilah, seorang pejabat publik dibatasi dan dikendalikan
perilakunya agar mereka terbebas dari kebingungan dan penyimpangan dalam
memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dimana mereka dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kondisi demikian
inilah yang biasa disebut sebagai Aparatur yang responsible.

Atas pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau terungkap dalam wawancara
penulis dengan beberapa informan.
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Wawancara penulis dengan beberapa Pegawai pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau, menunjukkan bahwa tidak semua Pegawai mengetahui dan
memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya, hal tersebut dapat kita lihat dalam
jawaban informan berikut :

“Saya tidak mengetahui secara persis tugas saya di kantor, yang saya tahu
kewajiban saya harus turun ke kantor, kemudian mengisi absen, dan selanjutnya
menunggu perintah dari Pimpinan” (M, Pelaksana, 2014).

“Ya, Seharusnya setiap Pegawai harus mengetahui peraturan, apalagi peraturan
tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya. Karena inilah dasar
pertanggung jawaban kita kepada organisasi” (Kepala Sub Bagian Bina
Penyusunan Program, 2014).

“Ya, sepengetahuan saya, setiap Pegawai di Kantor ini secara tertulis telah
diberikan uraian tugasnya dan ditandatangani oleh atasan langsungnya, hal ini
mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 dan jika ada revisi
aturan, maka uraian tugas para Pegawai pun disesuaikan. Salah satu tujuan
pemberian uraian tugas adalah agar para Pegawai mengetahui tugas pokok,
fungsi dan beban tugasnya masing-masing” (Kepala Sub Bagian Pendayagunaan
Apartur dan Kepegawaian, 2014).

Dari keterangan di atas memberikan kejelasan kepada kita bahwa pelaksanaan
tugas pokok, fungsi dan uraian tugas para Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau sudah terlaksana cukup baik. Apakah dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi oleh Aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau sudah sesuai dengan visi
dan misi organisasinya? Penelitian ini mencoba mengungkapkannya dalam wawancara.

Atas pertanyaan kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan visi dan
misi Sekretariat Daerah, pada umumnya informan aparat Sekretariat Daerah menjawab
bahwa sudah sesuai. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan menjawab “sudah
sesuai, hanya masih perlu selalu diingatkan kembali”. Kepala Sub Bagian Pengkajian
dan Analisis Pelaporan menjawab “sudah sesuai, dan masih dalam batas-batas
kewajaran”. Kepala Sub Bagian Perckonomian menjawab bahwa para bawahannya
mengetahui tugasnya karena sudah diberi tahu.

Berdasarkan urutan pertanyaan wawancara ternyata diketahui apa saja yang
menjadi hambatan atau kendala dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian
tugas Sekretariat Daerah disebabkan oleh :

“Sarana dan prasarana yang masih kurang, disamping hal tersebut untuk lebih
memaksimalkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi haruslah ada dukungan
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dan atasan serta bawahan”. (Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan,
2014)

“Menurut saya, masalahnya adalah pada sistem. Karena sebaik apapun aturan
yang dibuat jika, birokrasi pelaksananya korup maka hal ini akan menjadi
kendala utama dan akan menimbulkan banyak penyimpangan”. (Staf Sekretariat
Daerah, 2014).

Selanjutnya untuk melihat fenomena responsibilitas para pegawai terhadap tugas
pokok, dan fungsinya ketika diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut :

“Sebenarnya saya bersemangat turun ke kantor dan mengikuti kewajiban yang
diterapkan, misalnya mengikuti apel pagi pukul 07.00 WIB dan apel siang pukul
15.15 WIB di halaman kantor, tetapi karena melihat banyak pegawai lain yang
malas ikut apel maka saya pun ikut-ikutan malas juga”. (Staf Sekretariat Daerah,
2014).

“Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami di sini
diantaranya karena penyalahgunaan peralatan kantor, misalnya komputer
bukannya dipergunakan untuk bekerja, melainkan dipergunakan untuk main
Games dan Games Online serta main Facebookan, hmm... itu nah jejaring sosial
di internet”. (Staf Sekretariat Daerah, 2014).

“Menurut saya masalah yang cukup serius bagi para Pegawai adalah penempatan
Pejabat yang belum sesuai dengan bidang keahliannya dan cenderung pilih-pilih
kasih”. (Staf Sekretariat Daerah, 2014).

Dari keterangan-keterangan di atas secara garis besar yang menjadi hambatan
dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian haruslah ada dukungan
dari atasan dan bawahan. Masalah lain ada pada sistem yang korup, karena sebaik
apapun aturan yang telah dibuat tetapi jika tidak ditaati dengan benar akan menjadi
kendala utama dalam menimbulkan banyak penyimpangan. Ditambahkan pula bahwa
ada fenomena-fenomena permasalahan resonsibilitas yang disebabkan oleh pengaruh
lingkungan kerja yang kurang kondusif dengan adanya penyalahgunaan peralatan kantor
yang seharusnya dipergunakan untuk alat bekerja, terakhir tentu saja bahwa penempatan
Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai Pejabat struktural maupun fungsional akan
mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, terungkap sewaktu dilakukan wawancara
penulis dengan Kepala Sub Bagian Bina Penyusunan Program, yaitu :
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“Cara meminimalisir hambatan adalah adanya kemauan baik dari semua pihak
untuk saling terbuka, kesadaran dan ketulusan dalam pengabdian kepada
masyarakat, clean dan good government.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa Staf Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau, memberikan jawaban sebagai berikut :

“Dalam pemberian reward dan punishment kepada para Pegawai seharusnya
tegas dan jelas, janganlah pandang bulu, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,
karena apabila hal ini terjadi tentu akan merusak tatanan birokrasi. Yang penting
adalah pemberian teladan dan pembinaan dengan baik, sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku”.

“Dalam penempatan Pegawai khususnya bagi Pejabat Struktural haruslah
melalui Fit and Proper Test, dan apabila perlu serta memungkinkan agar
direkrut melalui Lelang Jabatan dengan kriteria dan mekanisme yang tegas dan
jelas, sehingga nantinya akan tercapai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di
Sekretariat Daerah yang maksimal” (T. A., 2014).

Dari pembahasan tersebut di atas memperlihatkan bahwa perilaku Aparatur
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau masih kurang baik. Kemampuan untuk
mematuhi dan melaksanakan tugas pokok, fungsi serta uraian tugas nampaknya masih
terganjal berbagai hambatan dalam memahami dan melaksanakan aturan sebagai
konvensi, schingga tentu saja akan kesulitan dalam merealisasikannya ke dalam
program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Terlaksananya program dan kegiatan masih
sangat tergantung pada sarana dan prasarana, masih sangat tergantung pada keadaan
lingkungan. Masih dominannya sistem yang korup, penyalahgunaan wewenang,
penggunaan sarana dan prasarana yang tidak bijaksana, dan penempatan para Pejabat
yang belum tepat. Sedangkan untuk mengatasi hambatan tersebut dari hasil wawancara
diketahui bahwa melalui kemauan baik dari semua pihak untuk saling terbuka,
kesadaran dan ketulusan dalam pengabdian kepada masyarakat, clean and good
government, pemberian reward dan punishment pada para Pegawai Sekretariat Daerah
harus tegas dan jelas, perckrutan dan penempatan para Pejabat melalui Fit And Proper
Test dan apabila perlu direkrut melalui Lelang Jabatan dengan kriteria dan mekanisme
sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tentu saja akan terhindar dari dampak
timbulnya banyak penyimpangan.
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4. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara
input dengan output.

Keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, terutama sangat
dipengaruhi oleh kapasitas yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur pelaksananya.
Arti penting dari posisi Sumber Daya Aparatur karena merupakan unsur dinamis dalam
organisasi yang bertindak sebagai subjek tugas pokok dan fungsi yang harus
dilaksanakan.

Dalam fungsinya sebagai pengambil kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah
merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan
pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber
daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana Pemerintah Daerah yang diimplementasikan
ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.  Sebagai koordinator perumusan
kebijakan pembangunan, Sekretariat Daerah melaksanakan berbagai peran koordinatif
yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan
daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kecamatan
di Kabupaten Lamandau termasuk Desa dalam wilayah Kabupaten Lamandau. Dalam
pelayanan administratif, Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi
kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka
penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada SKPD
dilingkup Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengamatan penulis kepada aparat yang sedang melaksanakan tugas
dan fungsinya serta wawancara yang dilaksanakan penulis, menunjukkan bahwa aparat
dapat memahami posisinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Karena sebagai
pelayan ia telah menunjukkan suatu sikap yang baik terhadap pengguna jasa
pelayanannya. Wawancara yang dilakukan kepada informan aparat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau, diperoleh jawaban bahwa dalam pelayanan kepada masyarakat
telah berusaha untuk bersikap baik sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing
serta berdasar pula pada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam
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Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD. Demikian pula jawaban yang diperoleh
dan wawancara kepada informan stakeholders dan masyarakat pengguna jasa Sekretariat
Daerah. Informan kelompok di luar aparat Sekretaniat Daerah Kabupaten Lamandau
memberi penilaian yang baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan, kualitas pelayanan tidak hanya
ditentukan oleh sikap aparat yang memberikan pelayanan, tetapi secara langsung
maupun tidak langsung dipengaruhi oleh capaian dan realisasi yang berkaitan dengan
pelayanan. Berdasarkan hasil analisa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013  didapatkan
produktivitasnya sebagai berikut :

Sasaran 1, terlaksananya kebijakan keuangan secara selektif dan profesional
dengan melaksanakan tertib administrasi keuangan secara konsisten dengan tingkat
capaian indikator sasaran disimpulkan bahwa pencapaian penatausahaan keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebesar 100 % dengan
membandingkan target sebanyak 2 laporan dan realisasi sebanyak 66 laporan atau dapat
dikategorikan "Sangat Baik”.

Sasaran 2, terciptanya database kepegawaian yang mampu memberikan akses
informasi dengan tingkat capaian indikator sasaran disimpulkan bahwa pencapaian
penyampaian LAKIP Sekretariat Dacrah tepat waktu, penyampaian penetapan kinerja
serta program dan kegiatan Sekretariat Daerah tepat waktu, penyampaian LHKPN tepat
waktu, penyampaian LHKPN tepat waktu dan penyampaian ILPPD dan LPPD tepat
waktu adalah 100% dengan membandingkan target tanggal 31-03-2013 dan realisasi
tanggal 31-03-2013 atau dapat dikategorikan "Sangat Baik”.

Sasaran 3, terlaksananya mekanisme inventarisasi barang dan asset daerah
dengan tingkat capaian indikator sasaran disimpulkan bahwa pencapaian manajemen
pengelolaan barang milik daerah yang baik adalah 100% dengan membandingkan
target sebanyak 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau dapat dikategorikan “Sangat
Baik”.

Sasaran 4, terciptanya sistem pengarsipan dan dokumentasi dengan tingkat
capaian indikator sasaran pertama disimpulkan bahwa terlaksananya inventarisasi dan
identifikasi hasil pembangunan adalah 100% dengan membandingkan target sebanyak
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1 laporan dan realisasi 1 laporan, kemudian indikator sasaran kedua tersedianya data dan
informasi serta laporan pembangunan di sekretariat daerah sebanyak 1 laporan dan 279
buku dengan realisasi sebanyak 1 laporan dan 279 buku pula atau dapat dikategorikan
"Sangat Baik”.

Sasaran 5, meningkatnya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten
Lamandau dengan tingkat capaian indikator sasaran pertama disimpulkan bahwa
terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal adalah 90% dengan membandingkan
target sebanyak 17 kali untuk 25 orang dan realisasi sebanyak 12 kali untuk 24 orang,
kemudian indikator sasaran kedua terlaksananya Pelatihan Administrasi Desa untuk 91
orang dengan realisasi sebanyak 91 orang pula atau 100% dengan kategori ”“Sangat
Baik”.

Sasaran 6, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif dengan

-

tingkat capaian indikator sasaran disimpulkan bahwa terlaksananya pembangunan dan
renovasi bangunan milik daerah adalah 85% dengan membandingkan target sebanyak
21 paket dan realisasi 18 paket atau dapat dikategorikan “Baik”.

Sasaran 7, terbentuknya unsur organisasi dan kelembagaan perangkat daerah
yang ramping dan kaya fungsi dengan tingkat capaian indikator sasaran disimpulkan
bahwa tersusunnya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) adalah 100% dengan membandingkan target sebanyak 2 laporan dan
realisasi 2 laporan atau dapat dikategorikan ”“Sangat Baik”.

Sasaran 8, terlaksananya mekanisme dan tata kerja kelembagaan perangkat
daerah dengan tingkat capaian indikator sasaran disimpulkan bahwa terbentuknya Profil
Kelembagaan Daerah Kabupaten Lamandau adalah 100% dengan membandingkan
target sebanyak 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau dapat dikategorikan ”Sangat
Baik”.

Sasaran 9, terwujudnya Peraturan Daerah dan produk-produk hukum sesuai
dengan kebutuhan dengan tingkat capaian indikator sasaran disimpulkan bahwa
terbentuknya Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepalé Daerah adalah
100% dengan membandingkan target sebanyak 10 Peraturan Daerah dan 20 Peraturan
Bupati dan realisasi 21 Peraturan Daerah dan 56 Peraturan Bupati atau dapat
dikategorikan "Sangat Baik”.
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Sasaran 10, meningkatkan hubungan antar lembaga Pemerintah dengan tingkat
capaian indikator sasaran disimpulkan bahwa terlaksananya penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat Negara / Depariemen / Lembaga Pemerintah Non Depariemen / Luar
Negeri adalah 28% dengan membandingkan target sebanyak 25 pertemuan dan
realisasi 7 pertemuan atau dapat dikategorikan ”Buruk”,

Sasaran 11, terlaksananya peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan
tingkat capaian indikator sasaran pertama disimpulkan bahwa terlaksananya distribusi
raskin adalah 100% dengan membandingkan target sebanyak 8 Kecamatan dan realisasi
sebanyak 8 Kecamatan, kemudian indikator sasaran kedua terlaksananya pelatihan
UMKM dengan target 10 UMKM dan realisasi sebanyak 9 UMKM atau 90% dengan
kategori "Sangat Baik”.

Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa penilaian produktivitas Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau yang tertuang dalam program dan kegiatan Berdasarkan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja dibandingkan dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013
menunjukkan bahwa pelaksanaan seluruh program, kebijakan dan jenis kegiatan yang
terinci dalam 11 sasaran kegiatan dengan bertitik tolak pada indikator kinerja input,
output dan outcome menunjukkan hasil telah berjalan dengan sangat baik.

Penjabaran dan analisis evaluasi kinerja dalam pencapaian sasaran tersebut di
atas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013 nampak dalam capaian-
capaian indikator kinerja dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara
periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen
pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan
analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan, yang dilaporkan secara menyeluruh dan
terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi

organisasi.

C. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN
Implikasi dari temuan penelitian mencakup dua hal, yakni implikasi teoritis dan
praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-
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teori administrasi publik dan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusinya temuan
penelitian terhadap peningkatan kinerja organisasi pemerintah khususnya Sekretariat
Daerah dan Kabupaten Lameandau pada umumnya.

1. Implikasi Teoritis

Teori dan hasil penelitian membuktikan bahwa pengukuran kinerja pada
organisasi sekior publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi.
Ditinjau dari perspektif pengendalian internal, sistem pengukuran kinerja didesain untuk
memonitor implementasi rencana-rencana organisasi, menentukan kapan rencana
tersebut berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya, sistem pengukuran kinerja
digunakan untuk memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur
dan melaporkan kinerja, serta untuk memahami bagaimana proses kinerja
mempengaruhi pembelajaran organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk
memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategik organisasi dan
mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki
hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan implementasi tugas pokok,
fungsi dan uraian tugasnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran
untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja
dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam
organisasi. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang
akan datang harus lebih baik daripada sekarang.

Melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang dikemukakan oleh
Bernadin and Russel, Mahsun dan Mardiasmo yang meliputi, responsivitas,
responsibilitas, dan produktivitas Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dapat
digunakan sebagai alat ukur yang komprehensif terhadap sejauh mana organisasi
pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan penguat teori-teori
terdahulu sebagai kajian ilmu administrasi publik yang terus berkembang sesuai dengan
tuntutan publik. Dalam penelitian ini juga ada temuan bahwa indikator keberhasilan
kinerja organisasi pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena adanya

rencana strategis, rencana kerja tahunan SKPD yang sistematis, terpola yang selanjutnya
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dievaluasi dengan capaian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).  Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa kolaborasi Sumber Daya
Manusia Aparatur dalam responsivitas, responsibilitas dan produkiivitas merupakan
faktor yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan program dan kegiatan

organisasi pemerintah.

2. Implikasi Praktis

Kinerja organisasi pemerintah bisa diketahui hanya jika pegawai atau struktur
organisasi pegawai tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.
Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan—tujuan atau target—target tertentu yang hendak
dicapai. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan
digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan
menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam
memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas atau dengan kata lain
pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
belaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah
untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak hanya pada masalah birokrasi saja,
tetapi persoalan-persoalan lain yang perlu diperhatikan untuk dicarikan solusi
pemecahannya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, maupun faktor
pendukung serta penghambat yang ditemui pada tahun 2013 dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten L.amandau memiliki rata-rata hasil kerja
(output) sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari 11 capaian sasaran
strategis, capaian indikator sasaran yaitu : Sasaran 1) Terlaksananya kebijakan
keuangan secara selektif dan profesional dengan melaksanakan tertib
administrasi keuangan secara konsisten sebesar 100%; Sasaran 2) Terciptanya
database kepegawaian yang mampu memberikan akses informasi sebesar
100%, Sasaran 3) Terlaksananya mekanisme inventarisasi barang dan asset
daerah sebesar 100%, Sasaran 4) Terciptanya sistem pengarsipan dan
dokumentasi sebesar 100%, Sasaran 5) Meningkatnya Sumber Daya Manusia
Pemerintah Kabupaten Lamandau sebesar 95%, Sasaran 6) Tersedianya sarana
dan prasarana kerja yang representatif sebesar 85%, Sasaran 7) Terbentuknya
unsur organisasi dan kelembagaan perangkat daerah yang ramping dan kaya
fungsi sebesar 100%, Sasaran 8) Terlaksananya mekanisme dan tata kerja
kelembagaan perangkat daerah sebesar 100%, Sasaran 9) Terwujudnya
Peraturan Daerah dan produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan sebesar
100%, Sasaran 10) Meningkatkan hubungan antar lembaga Pemerintah hanya
sebesar 28%, dan Sasaran 11) Terlaksananya peningkatan sosial ekonomi
masyarakat sebesar 95%.

2. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau dapat dilihat melalui indikator responsivitas, responsibilitas dan
produktivitas sebagai berikut :

a) Responsivitas sudah baik, dalam arti kemampuan Aparatur Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau dapat merespon melalui penggunaan
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berbagai kesempatan atau media untuk menampung aspirasi dan kebutuhan
masyarakat. Namun kemampuan untuk menampung aspirasi dan
kebutuhan masyarakat tersebut, nampaknya masih terganjal berbagai
hambatan dalam merealisasikan semua aspirasi ke dalam program dan
kegiatan Sekretariat Daerah. = Langkah-langkah yang ditempuh belum
tampak dapat mengatasi hambatan, yang ditemui dalam mengakomodir
aspirasi masyarakat ke dalam program dan kegiatan. = Terlaksananya
program dan kegiatan masih sangat tergantung pada anggaran yang
tersedia.  Oleh karena itu dapat dipahami ada kecenderungan bahwa
Pegawai yang terkait kurang memiliki inovasi dan kreativitas karena
dibatasi oleh anggaran. Aspek birokrasi yang berkaitan dengan kebutuhan
dana nampaknya belum memberikan dukungan dan pelayanan prima.
Akhirnya ada kecenderungan bahwa Pegawai selalu tergantung pada
anggaran untuk pelaksanaan tugasnya, dan enggan untuk melakukan tugas
dan pekerjaan yang bersifat kreatif dan mencari ide baru atau konsep baru
dalam meningkatkan pelayanan birokrasi.

b) Responsibilitas kurang baik, karena perilaku Aparatur Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi serta uraian tugas nampaknya masih
terganjal berbagai kesulitan dalam memahami aturan yang berlaku,
sehingga akan menjadi hambatan untuk merealisasikan program dan
kegiatan Sekretariat Daerah. Terlaksananya program dan kegiatan masih -
sangat tergantung pada sarana dan prasarana. Masih kuatnya sistem
birokrasi yang korup, pemberian reward dan punishment pada para
Pegawai Sekretariat Daerah belum tegas dan jelas yang akan berdampak
pada timbulnya banyak penyimpangan.

¢) Produktivitas yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
sudah sangat baik. Sikap aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
sudah berorientasi pada pelayanan, walaupun dibatasi oleh kendala sarana
dan prasarana dan Sumber Daya Manusia yang harus lebih ditingkatkan lagi
dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam saran ini penulis

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dapat dipertahankan bahkan
ditingkatkan lagi melalui indikator responsivitas, responsibilitas dan
produktivitas dengan mengutamakan kemampuan dan pemahaman aparatnya
dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pendidikan dan pelatihan atau kursus teknis mutlak diperlukan agar
kemampuan, kesadaran, kepekaan, pengetahuan dan keterampilan aparat dapat
lebih ditingkatkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi yang diembannya. Hal
ini dimaksudkan untuk meningkatkan responsivitas aparat sehingga mampu
mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam program dan kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Pemberian reward dan punishment oleh Pimpinan kepada bawahan harus
tegas dan jelas agar persepsi aparatur terhadap organisasi menjadi lebih baik.
Hal ini bertujuan untuk menghindari efek yang berdampak pada banyaknya
penyimpangan.

Pengawasan dan pembinaan secara berjenjang oleh Pimpinan kepada bawahan
haruslah subyektif, transparan dan akuntabel dengan tujuan agar menumbuhkan
rasa saling percaya, saling menghormati dan saling mendukung dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Penempatan pejabat struktural dan fungsional pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau haruslah melalui proses dan mekanisme yang jelas serta
sesuai prosedur, agar tercapai struktur organisasi yang ideal sehingga
terciptalah organisasi pemerintah yang melayani masyarakat dalam kerangka
good governance.

Aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau harus mampu
mengidentifikasi dan merangkul tokoh-tokoh informal yang ada di masyarakat,
serta menggali peran serta seluruh masyarakat dalam mensukseskan kegiatan-
kegiatan Pemerintahan yang direncanakan dalam penyusunan program dan
kegiatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
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7. Sarana dan prasarana kerja yang rusak atau yang tidak sesuai dengan tuntutan
tugas, serta ruang kerja yang kurang luas dan kurang representatif agar segera
mendapat perhatian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Hal ini
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

8. Agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian
lebih dalam bentuk dukungan dana yang lebih besar kepada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau untuk memenuhi kekurangan-kekurangan baik di bidang
peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, maupun
pelaksanaan program dan kegiatannya. Hal ini diharapkan akan mampu
menciptakan dan meningkatkan produktivitas pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamandau.
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PEDOMAN WAWANCARA
“ANALISIS KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH”

(Studi Implementasi Peraturan Bupati Lamandau Nomor 49 Tahun 2013 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau)

.
.

IL

10.

11.

12.

13.

VISI DAN MISI ORGANISASI

Apakah tolak ukur dan syarat utama dalam penyusunan visi dan misi organisasi?

Apakah anda mengetahui dan memahami visi dan misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau ?

Menurut anda, apakah semua Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau mengetahui dan memahami visi dan misi organisasinya?

Bagaimana prosedur penyusunan visi dan misi organisasi di Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau?

Menurut anda; apa yang seharusnya menjadi prioritas utama visi dan misi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau?

Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau?

Apakah program dan kegiatan yang dibuat sudah sesuai dengan visi dan misi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau?

RESPONSIVITAS

Bagaimana cara Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau menampung aspirasi
dan kebutuhan masyarakat?

Bagaimana cara Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau mengakomodir dan
mengkoordinasikan program dan kegiatan SKPD?

Apakah program dan kegiatan yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau sudah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat?

Apakah realisasi program dan kegiatan yang dibuat oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau sudah memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat?

Apa yang menjadi hambatan untuk merealisasikan program dan kegiatan yang
dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dalam rangka memenuhi
aspirasi dan kebutuhan masyarakat?

Adakah upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut?

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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III. RESPONSIBILITAS

14.

15.

16.

17.

Iv.

18.

19.

20.

Apakah anda mengetahui peraturan yang mengatur tugas pokok, fungsi dan uraian
tugas para Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau? Jelaskan!

Menurut anda apakah Peraturan tersebut sudah dilaksanakan oleh para Pegawai
Sekretariat Daerah sesuai dengan visi dan misi organisasinya?

Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam melaksanakan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau?

Adakah upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau untuk mengatasi
hambatan atau kendala tersebut?

PRODUKTIVITAS

Apakah pencapaian hasil program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau sudah sesuai dengan yang direncanakan?

Menurut anda, apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian hasil
program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau?

Apakah upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau untuk mengatasi
hambatan dan kendala tersebut?

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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DATA / INFORMASI

DATA SCRIPT RESPONDEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

“Perubahan-perubahan struktur dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang salah satunya
perubahan bentuk Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau
sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi yang perlu disikapi oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau khususnya dalam merumuskan kebijakan
dalam pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah, Pemerintahan, Hukum,
dan Organisasi, Humas, Sosial, Ekonomi, Pembangunan, Umum dan Kepegawaian,
Keuangan serta Perlengkapan sesuai dengan acuan untuk merumuskan regulasi.
Diantaranya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012
Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau serta Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau.”

Prioritas utama program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
adalah :

“Menurut saya prioritas utama adalah mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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KEPALA SUB BAGIAN BINA PENYUSUNAN PROGRAM

Untuk mengetahui apa yang menjadi visi dan misi organisasinya :

“Saya kira semua Kepala Sub Bagian di sini sudah bisa memahami dan mengetahui
visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Dan dengan visi dan misinya,
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau berupaya melakukan perubahan ke arah
perbaikan secara berkesinambungan. Pada tingkat Sub Bagian bisa jadi belum
semuanya mengetahui dan memahaminya, apalagi pada tingkat pelaksana”.

Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kesesuaiannya dengan visi dan
misi :

“Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau masih ada yang bersifat monoton dan terlalu manut terhadap sistem,
sehingga sering muncul kebijakan pimpinan yang tidak perlu, yang terkadang tidak
sesuai dengan situasi di lapangan, seperti terpola, tidak inovatif, tidak kritis terhadap
aspirasi, terlalu dipaksakan, tetapi menurut saya program dan kegiatan tetaplah harus
berjalan, istilahnya “Show Must Go On”. Di dalam mewujudkan visi misinya,
Sekretariat Daerah tidak hanya cukup dengan beberapa program dan kegiatan yang ada,
masih diperlukan jalan dan waktu yang cukup lama, perlunya komitmen dan kesadaran
yang tulus penuh pengabdian. Masih diperlukan kerja keras untuk merubah perilaku
aparatur yang menyimpang, diantaranya komitmen aparatur untuk melaksanakan kata
dan perbuatan yang seharusnya selalu sama”

Responsivitas :
“Cara Sekretariat Daerah menampung aspirasi masyarakat adalah dalam setiap
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa,
perencanaannya harus melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)”

Untuk mengurangi hambatan dari segi transparansi, persepsi dan partisipasi
masyarakat :

“Cara meminimalisir hambatan adalah adanya kemauan baik dari semua pihak untuk
saling terbuka, kesadaran dan ketulusan dalam pengabdian kepada masyarakat, clean
dan good government.”

Responsibilitas :

“Ya, Seharusnya setiap Pegawai harus mengetahui peraturan, apalagi peraturan
tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya. Karena inilah dasar pertanggung
jawaban kita kepada organisasi”

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau :

“Cara meminimalisir hambatan adalah adanya kemauan baik dari semua pihak untuk
saling terbuka, kesadaran dan ketulusan dalam pengabdian kepada masyarakat, clean
dan good government.”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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ANONIM

Untuk mengetahui apa yang menjadi visi dan misi organisasinya :

Pelaksana menyatakan :

“Saya tidak tahu persis apa visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau,
saya hanya pernah mendengar dan membaca sekilas saja. Dan saya kira para Pelaksana
lain juga banyak yang tidak mengetahui mengenai visi dan misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau ini”.

Keterlibatan penyusunan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian menyatakan :

“Visi dan misi Sekretariat Dacrah Kabupaten Lamandau dibuat dan disesuaikan dengan
visi dan misi Kepala Daerah”. Dalam penyusunannya telah ditunjuk Tim dari Pegawai
di lingkup Sekretariat Dacrah Kabupaten Lamandau, selanjutnya di SK kaa oleh
Sekretaris Daerah. Oleh karena itu proses penyusunannya tidak banyak melibatkan
pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau”.

Prioritas utama program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah

Kepala Sub Bagian mengatakan bahwa :

“Dalam menempatkan seorang aparatur haruslah diperhatikan kompetensinya,
sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya benar-benar dapat
dipertanggung jawabkan kinerjanya. Harusnya yang ditempatkan dalam suatu jabatan
tertentu adalah atas dasar “The Right Man in The Right Job dan bukanlah atas dasar
Like and Dislike”

Responsivitas :

Tokoh Masyarakat menyatakan :
“Realisasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat selama ini belum terpenuhi sebagaimana
harapannya, dan permasalahannya pada SDM Aparatur dan ketersediaan Dana”

Pengusaha menyatakan :
“Realisasinya sebagian terlaksana dan sebagian lagi tidak.

Lembaga Swadaya Masyarakat menyatakan :

“Belum, karena sementara ini kegiatan di Sekretariat Daerah hanya diketahui
oleh orang-orang tertentu saja, dan kegiatan tersebut belum tentu masyarakat tahu”
( Lembaga Swadaya Masyarakat ).

Untuk meminimalkan hambatan dalam mengakomodir pelayanan, jawaban dari
pengguna layanan Sekretariat Daerah diantaranya adalah :

a. Kasi PMK Kecamatan Sematu Jaya memberikan jawaban bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada “Skala Prioritas™.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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b. Ketua LPSE Kabupaten Lamandau memberikan jawaban untuk meminimalkan
hambatan adalah dengan cara peningkatan profesionalisme aparat dan
penyederhanaan regulasi Birokrasi.

Responsibilitas :
Responsibilitas Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau :

“Saya tidak mengetahui secara persis tugas saya di kantor, yang saya tahu kewajiban
saya harus turun ke kamtor, kemudian mengisi absen, dan selanjutnya menunggu
perintah dari Pimpinan” (M, Pelaksana, 2014).

Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam melaksanakan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah :

“Menurut saya, masalahnya adalah pada sistem. Karena sebaik apapun aturan yang
dibuat jika, birokrasi pelaksananya korup maka hal ini akan menjadi kendala utama
dan akan menimbulkan banyak penyimpangan”. (Staf Sekretariat Daerah, 2014).

“Sebenarnya saya bersemangat turun ke kantor dan mengikuti kewajiban yang
diterapkan, misalnya mengikuti apel pagi pukul 07.00 WIB dan apel siang pukul 15.15
WIB di halaman kantor, tetapi karena melihat banyak pegawai lain yang malas ikut
apel maka saya pun ikut-ikutan malas juga”. (Staf Sekretariat Daerah, 2014).

“Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami di sini
diantaranya karena penyalahgunaan peralatan kantor, misalnya komputer bukannya
dipergunakan untuk bekerja, melainkan dipergunakan untuk main Games dan Games
Online serta main Facebookan, hmm... itu nah jejaring sosial di internet”. (Staf
Sekretariat Daerah, 2014).

“Menurut saya masalah yang cukup serius bagi para Pegawai adalah penempatan
Pejabat yang belum sesuai dengan bidang keahliannya dan cenderung pilih-pilih
kasih”. (Staf Sekretariat Daerah, 2014).

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau :

“Dalam pemberian reward dan punishment kepada para Pegawai seharusnya tegas dan
jelas, janganiah pandang bulu, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, karena apabila
hal ini terjadi tentu akan merusak tatanan birokrasi. Yang penting adalah pemberian
teladan dan pembinaan dengan baik, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku”.

“Dalam penempatan Pegawai khususnya bagi Pejabat Struktural haruslah melalui Fir
and Proper Test, dan apabila perlu serta memungkinkan agar direkrut melalui Lelang
Jabatan dengan kriteria dan mekanisme yang tegas dan jelas, sehingga nantinya akan
tercapai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Sekretariat Daerah yang maksimal”
(T. A, 2014).
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KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Prioritas utama program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau :
“Prioritas utama adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah
haruslah didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur serta dana yang memadai”

Responsivitas :

“Kemampuan Sekretariat Daerah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sangat baik,
tetapi tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat masih
belumlah maksimal”
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KEPALA SUB BAGIAN PEREKONOMIAN

Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kesesuaiannya dengan visi dan
misi :

“Program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau berjalan cukup
baik. Pelaksanaannya sudah berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun
Anggaran 2013 dan di lapangan dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang positif
untuk menunjang keuangan dan perekonomian”.

Responsibilitas :

Kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan visi dan misi Sekretariat
Daerah, Kepala Sub Bagian Perekonomian menjawab bahwa para bawahannya
mengetahui tugasnya karena sudah diberi tahu.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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KEPALA SUB BAGIAN PEMBUKUAN

Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kesesuaiannya dengan visi dan
misi :

“Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun
Anggaran 2013 rata-rata sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan
penyerapan anggaran yang signifikan setiap Triwulannya, hal ini tentu saja akan
berpengaruh terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah. Pelaksanaan program dan
kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi, walau belum terlaksana
dengan maksimal tetapi sudah pasti akan menuju ke arah tercapainya visi dan misi”.

Responsivitas :

Upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam merealisasikan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat :

“Agar dana kegiatan Sekretariat Daerah ditambah, dan penggunaan dana haruslah
berpedoman pada skala prioritas”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kesesuaiannya dengan visi dan
misi :

“Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, saya rasa masih
belum terlaksana seluruhnya, hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang masih
kurang, disamping hal tersebut untuk lebih memaksimalkan terlaksananya tugas pokok
dan fungsi haruslah ada dukungan dari atasan serta bawahan”.

Responsivitas :

“Cara Sekretariat Daerah menampung aspirasi masyarakat yaitu melalui pelaksanaan
sosialisasi program dan kegiatan, melalui penyuluhan, pembinaan, Monitoring dan
evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan”

Responsibilitas :
Kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan visi dan misi Sekretariat
Daerah, menjawab “sudah sesuai, hanya masih perlu selalu diingatkan kembali”.

Apa saja hambatan atau kendala dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian
tugas Sekretariat Daerah -

“Sarana dan prasarana yang masih kurang, disamping hal tersebut untuk lebih
memaksimalkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi haruslah ada dukungan dari
atasan serta bawahan”.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA SUB BAGIAN PEMBERITAAN, PUBLIKASI DAN DATA
DOKUMEN

Responsivitas :

“Aspirasi masyarakat ditampung melalui SMS Center, surat-surat, e-mail (surat
elektronik) dan terkadang langsung disampaikan kepada kami pada saat meliput suatu
event atau momen yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan maupun di Kabupaten”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA SUB BAGIAN BINA SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Responsivitas :
“Untuk menampung aspirasi masyarakat antara lain melalui kunjungan kerja dan
menghadiri acara ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat™

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Responsivitas :

“Realisasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terpenum karena
banyak faktor penyebab seperti ketersediaan dana, tenaga dan waktu serta haruslah
didukung oleh SDM aparatur yang kompeten”

Hambatan Responsivitas :

“Hambatan dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang
berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah adalah
masih minimnya tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
Pemerintah Daerah.”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN

Responsivitas :

“Realisasi, banyak tidak terealisasi karena semua program dan kegiatan masih sangat
tergantung pada dana pemerintah, menyikapinya dengan usulan tetapi tidak
terakomodir oleh Pemerintah Daerah disebabkan mendahulukan program dan kegiatan
yang lebih prioritas dan solusinya dengan menunggu pada penganggaran pada Tahun
Anggaran berikutnya”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Responsivitas :
Hambatan adalah :

“Minimnya penunjang dana untuk merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
dan SDM Aparatur yang kompeten”.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Responsivitas :

“Tingkat realisasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sudah cukup bagus, misailnya
pelaksanaan pembangunan desa melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) walau
belum keseluruhannya tercapai seperti yang diharapkan”

Hambatan :

“Hambatan dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah belum
semua media dialog tersedia dan terbuka secara optimal, belum terbukanya menerima
aspirasi / transparansi sektoral dan sebagainya.”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM

Responsivitas :

Hambatan :

“Hambatan dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah : masih
lemahnya fungsi Birokrasi Eksekutif dan Legislatif, serta masih minimnya PAD
Kabupaten Lamandau”.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Untuk mengurangi hambatan birokrasi :

“Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan DPRD
Kabupaten Lamandau.”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA SUB BAGIAN PENGKAJIAN, ANALISIS DAN PELAPORAN

Untuk mengurangi hambatan birokrasi :

“Sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan Sekretariat Daerah,
berkoordinasi dengan Instansi Vertikal terkait.”

Responsibilitas :

Kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan visi dan misi Sekretariat
Daerah, Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Analisis Pelaporan menjawab “sudah
sesuai, dan masih dalam batas-batas kewajaran”.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41778.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA SUB BAGIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN
KEPEGAWAIAN

Untuk mengurangi hambatan dari segi transparansi, persepsi dan partisipasi
masyarakat :

“Mengadakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada PNS, selanjutnya
mereka inilah yang akan menjadi mentor bagi pelatihan keterampilan dan penyuluhan
sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat”.

Untuk mengurangi hambatan sumber daya waktu, tenaga dan SDM Aparatur yang
kompeten :

“Cara meminimalisir hambatan adalah dengan memberikan pembelajaran kepada
masyarakat serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur.”

Responsibilitas :

“Ya, sepengetahuan saya, setiap Pegawai di Kantor ini secara tertulis telah diberikan
uraian tugasnya dan ditandatangani oleh atasan langsungnya, hal ini mengacu kepada
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 dan jika ada revisi aturan, maka uraian tugas
para Pegawai pun disesuaikan. Salah satu tujuan pemberian uraian tugas adalah agar
para Pegawai mengetahui tugas pokok, fungsi dan beban tugasnya masing-masing”

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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J1. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

Nama

NIM

Tempat dan Tanggal Lahir
Registrasi Pertama
Riwayat Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

Alamat Tetap

Telp. / HP

e-mail

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BIODATA

TUWAN AUGUSTRIA, SP
018 788 142

Mengkatip, 08 Agustus 1975
2012.02
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SDN Putri Palangka Raya,1987;

SMPN - 2 Palangka Raya, 1990;

SMAN - 3 Palangka Raya, 1993;

D-I Praktisi Komputer Palangka Raya, 2000,
Universitas Palangka Raya (UNPAR),
Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, 1999.

Honorer, 1999-2006;

2007, CPNSD di Kabupaten Lamandau;

2009 s/d sekarang, PNSD di Kabupaten
Lamandau.

. Pulai No.099 RT.XIB Trans Lokal, Nanga

Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Provinsi Kalimantan Tengah 74662.
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tuwan.augt/a gmail.com

Nanga Bulik, September 2014
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TUWA N AUGUSTRIA, SP
NIM. 018 788 142

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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SURAT 1ZIN PENELITIAN
Nomor : 800.2 /77 /111/KSB 2014

Membaca : Surat Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Nomor : 315/UN 31
AS/LL/ 2014 Tanggal 10 Maret 2014.

Perihal : Izin Penelitian

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1993, Tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi
Pembangunan Tanggal 9 November 1983.

2. Surat Menteri Dalarn Negeri No. 050.1 / 635 / Bangda Tanggal 10 Mei 1982 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penelitian Sumber dan Potensi Daerah.

3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2002 Tanggal 25 Februari 2002 Tentang Tata Cara
Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan izin kepada : TUWAN AUGUTRIA
NIM. 018 788 142
Akan melaksanakan : Pengumpulan dan peagolahan data penelitian dengan judul

“Analisis Kinerja Organisasi Pemeintah (Studi Implementasi
Perataran Bupati Lamandan nomor 49 Tahun 2013 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Ursnian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamandau) “.
Lokasi : Sekretariat Dacrah Kabupaten Lamandau.
Dengan ketentuan scbagai berikut :
a. Setibanya Penelitian di tempat / lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang
setempat.

b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
1. Kepala Badan KesbangPol Kabupaten Lamandau sebanyak 1 ( satu ) eksemplar;
2. Bupati Lamandau sebanyak 1 ( satu ) eksemplar, sebagai laporan.

¢. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu Kestabilan
Pemerintah, tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah.

d. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu — waktu apabila penclitian tidak memenuhi ketentuan- ketentuan
pada butir a, b dan ¢ tersebut diatas.

e. Surat Izin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 30 April 2014.
Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di ; anga\Bulik
Pada Tanggal : 25 Maget 2014

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lamandau (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas PPKAD Kab. Lamandau di Nanga Bulik

3. KepalaBaspsde Kab, Lamenday diNanea Bulik
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